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Judul : Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan kerja Pada PT.Eastern Pearl Flour Mills Makassar Tahun 2012
(xiv + 109 Halaman +14 Tabel + Lampiran)
Era industrialisasi saat ini dan masa mendatang memerlukan dukungan
tenaga kerja yang sehat secara produktif dengan suasana kerja yang aman, nyaman,
dan serasi. Perhatian terhadap kualitas tenaga kerja sangat diperlukan untuk
memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Eastern Pearl Flour
Mills Makassar
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, Dengan populasi adalah
semua tenaga kerja yang bekerja di departemen produksi PT. Eastern Pearl Flour
Mills meliputi karyawan dan pihak manajemen perusahaan yang berjumlah 174
orang.. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive
sampling yaitu didasarkan pada pertimbangan peneliti dengan kriteria inklusi dan
eksklusi dan diperoleh sampel sebanyak 42 orang.. Teknik pengambilan data
dilakukan dengan observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. Analisis data
dilakukan dengan analisis univariat disertai analisis naratif.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT.EPFM Makassar pada umumnya sudah
berjalan dengan baik, ini terbukti dari hasil wawancara dengan beberapa informan
dan beberapa variabel yang di teliti yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan tinjauan ulang pada perusahaan ini semua telah dilakukan sesuai
prosedur yang berlaku.
Dengan penelitian ini disarankan agar pihak P2K3 sebaiknya meningkatakan
prosedur dalam pengendalian dokumen agar catatan-catatan K3 dapat dipelihara dan
suatu saat dapat digunakan jika ada keperluan khusus selain itu pihak P2K3
sebaiknya menetapkan prosedur-prosedur yang mengarah ke pembudayaan K3
ditempat kerja, agar di tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja dapat tereliminasi dengan sendirinya
.






A. Latar Belakang 
Era industrialisasi saat ini dan masa mendatang memerlukan dukungan 
tenaga kerja yang sehat secara produktif dengan suasana kerja yang aman, 
nyaman, dan serasi. Sampai saat ini, jumlah angkatan kerja yang bekerja pada 
sektor-sektor industri, baik industri pemerintah maupun swasta, sektor formal 
maupun informal, semakin bertambah seiring dengan perkembangan proses 
industrilisasi. Perhatian terhadap kualitas tenaga kerja sangat diperlukan untuk 
memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja melalui proses 
pencegahan kecelakaan dan  penyakit akibat kerja, serta pembinaan atau 
pengawasan lingkungan kerja yang memenuhi syarat-syarat kesehatan (Atjo 
Wahyu, 2003). 
Suatu negara akan mampu meningkatkan kesejahteraannya apabila 
pembangunan terus berjalan dan roda pembangunan ini dapat terus dijalankan 
melalui pengembangan berbagai bidang pekerjaan. Pekerjaan akan mencapai hasil 
yang maksimal apabila setiap unsur yang terlibat di dalamnya berjalan sinkron, 
baik dari segi alat kerja, tenaga kerja, maupun material kerja. Untuk mewujudkan 





unsur yang terlibat tetap terjaga, berupa penerapan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang baik di setiap sektor pekerjaan.  
Pada tahun 1996 Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan  
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05 / MEN / 1996 tentang Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pasal 3 peraturan menteri 
ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 
sebanyak 100 orang atau lebih dan mengandung potensi bahaya yang di 
timbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat menyebabkan 
kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat 
kerja, wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3). SMK3 tersebut dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh 
tenaga kerja sebagai satu kesatuan.  
Sejalan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1996 
bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari 
sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, 
perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian 
dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka 
pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya 








Kewajiban mengenai penerapan SMK3 oleh setiap perusahaan ini 
ditegaskan kembali dalam pasal 87 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang berbunyi: setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem 
manajemen perusahaan. 
Di Dunia menurut International labour organization (ILO), setiap tahun 
sebanyak 2 juta orang yang meninggal dunia akibat masalah-masalah akibat kerja. 
Dari jumlah ini, 354.000 orang mengalami kecelakaan fatal. Disamping itu setiap 
tahun ada 270 juta pekerja yang mengalami kecelakaan akibat kerja dan 160 juta 
yang terkena penyakit akibat kerja. 
Mantan Mennakertrans Erman Suparno mengatakan, kesadaran pengusaha 
akan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih rendah. Indikasinya terlihat 
pada kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2006 yang mencapai 92.000 kasus, 
atau hanya turun 4.000-an kasus dari 2005. Sampai saat ini, baru sekitar 178.000 
perusahaan yang aktif melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja 
(Erman, 2010). 
Di Indonesia sendiri berdasarkan data Depnakertrans angka kecelakaan 
kerja di Indonesia masih tergolong tinggi meskipun cenderung turun dari tahun ke 
tahun. Tahun 2000 terjadi 98.902 kasus, tahun 2001 terjadi 104.774 kasus, tahun 
2002 menjadi 103.804 kasus, tahun 2003 terjadi 105.846 kasus, tahun 2004 terjadi 





2007 sebanyak 83.714 kasus, 2008 sebanyak 58.600 kasus dan tahun 2009 terjadi 
54.398 kasus (Erman, 2010). 
Di provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data dari dinas tenaga kerja 
provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006 terjadi 306 kasus, 2007 masih terjadi 429 
kasus, terdiri dari pekerja yang terkena penyakit akibat kerja sebanyak lima orang, 
akibat kecelakaan yang mengakibatkan sudah tidak mampu bekerja (STMB) 
sebanyak 327 orang, satu orang cacat dan 12 orang meninggal dunia   ( Erman, 
2010 ) 
Kota Makassar mempunyai lahan industri yang cukup besar, dengan 
jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Setiap hari di hampir seluruh industri di 
makassar para tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja yang berakibat pada 
kematian dan kecacatan.berdasarkan data Depnakertans makassar bahwa,  
Kejadian tertinggi angka kecelakaan kerja yang terjadi 3 tahun terakhir ini adalah 
pada tahun 2007 yaitu sebesar 65.474. (Muhammad Reza, 2009) 
PT. Eastern Pearl Flour Mills adalah salah satu pabrik tepung terigu 
terbesar yang ada di kota Makassar, beralamat di Jalan Hatta No. 302 dan jalan 
Nusantara Baru No. 36 Makassar. Pada tahun 1984 perusahaan ini bernama PT. 
Berdikari Sari Utama Flour Mills namun sejak tahun 2000 PT. Eastern Pearl Flour 
Mills diambil alih oleh Investor Asing  Interflour Group yang berkantor pusat di 
Swiss kemudian terakhir tahun 2004 berganti nama menjadi PT. Eastern Pearl 
Flour Mills. Produk utama PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar ada 4 merk 





yang dihasilkan merupakan kualitas utama. Tetapi biasanya dalam 
penggunaannya terdapat spesifikasi penggunaan yang berbeda. 
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa PT. Eastern Pearl Flour Mills 
adalah salah satu perusahaan besar di kota Makassar, jumlah tenaga kerja 
keseluruhan berjumlah sekitar 466 orang, sedangkan pada bagian produksi 
berjumlah 174 orang. perusahaan ini termasuk dalam perusahaan yang wajib 
menerapkan SMK3 karena memilki jumlah karyawan melebihi 100 orang 
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 
PER-05 / MEN / 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3) Pasal 3. 
Berdasarkan teori dan data tersebut maka timbullah keinginan yang sangat 
kuat dalam benak peneliti untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme 
pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. 












B. Rumusan Masalah 
Berdasarakan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan penelitian, yaitu : 
Apakah PT. Eastern Pearl Flour Mills telah melakukan pelaksanaan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri atas 5 tahapan 
yaitu : 
1. Tahap persiapan ( komitmen dan kebijakan)  
2. Tahap perencanaan  
3. Tahap penerapan  
4. Tahap monitoring dan evaluasi  
5. Tahap peninjauan ulang dan peningkatan  
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Tujuan Umum 
Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Eastern Pearl Flour Mills 
Makassar 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Eastern Pearl Flour Mills 





b. Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Eastern Pearl Flour Mills 
Makassar pada tahap perencanaan. 
c. Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Eastern Pearl Flour Mills 
Makassar pada tahap penerapan  
d. Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Eastern Pearl Flour Mills 
Makassar pada tahap pengukuran dan evaluasi. 
e. Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Eastern Pearl Flour Mills 
Makassar pada tahap peninjauan ulang dan peningkatan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Ilmiah :  
Sebagai sumber informasi yang bersifat ilmiah sehingga dapat 
mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta 









2. Manfaat bagi Institusi : 
Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi sumber informasi 
yang valid sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 
perusahaan yang terkait dan sebagai salah satu referensi dalam penentuan 
kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja untuk perbaikan dan 
pengembangan perusahaan kearah yang lebih baik. 
3. Manfaat bagi Peneliti : 
Menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam 
mengaplikasikan pengetahuan dibidang keilmuan K3, terutama tentang 




A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
1. Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3)
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan
suatu kesatuan yang utuh dari setiap kegiatan manajemen yang ada di
suatu institusi tempat kerja atau perusahaan, seperti manajemen produksi,
manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan manajemen -
manajemen lainnya. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
terintegrasi dengan setiap manajemen yang ada. Manajemen adalah
kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam
rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efesien, melalui pengarahan,
penggerakan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
orang-orang yang tergabung dalam suatu unit kerjasama. Sedangkan
sistem manajemen adalah rangkaian kegiatan manajemen yang teratur dan
saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
( Notoadmodjo, 2007 : 365 )
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.05/MEN/1996,
pada bab I pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem
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manajemen secara keseluruhan yang meliputi sektor organisasi,
perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber
daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian,
pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja
guna terciptanya tempat kerja yang sehat, aman, efesien dan produktif .
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan
konsep pengelolaan K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu
sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan,
pengukuran, dan pengawasan ( Soehatman Ramli, 2010: 46 )
Sedangkan menurut Gempur Santoso (2004:15), Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem
manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan
perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber
daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian
pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja.
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2. Tujuan dan Sasaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja (SMK3)
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diterapkan
untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di
tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi,
dan lingkungan kerja dalam rangka:
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja
b. Menciptakan tempat kerja yang aman terhadap kebakaran, peledakan
dan kerusakan yang pada akhirnya akan melindungi investasi yang
ada serta membuat tempat kerja yang sehat
c. Menciptakan efesiensi dan produktivitas kerja karena menurunnya
biaya kompensasi akibat sakit atau kecelakaan kerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya preventif yang
kegiatan utamanya adalah identifikasi, substitusi, eliminasi, evaluasi, dan
pengendalian resiko dan bahaya. Identifikasi bahaya dapat dilakukan salah
satunya dengan inspeksi, survey dan monitoring tempat kerja, dan
lingkungan kerja. Untuk mengidentifikasi masalah K3 baik manajemen
maupun teknik maka audit K3 perlu dilakukan. Untuk itu Dewan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (D3K3) telah menyusun pedoman
teknik audit. Selain itu pemerintah dalam upaya memasyarakatkan dan
membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja telah memberikan
penghargaan kepada perusahaan yang berprestasi dan zero accident yaitu
penghargaan kepada perusahaan yang mencapai jumlah jam kerja tertentu
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tanpa kehilangan waktu kerja karena kecelakaan. (Notoadmodjo, 2007 :
366 ).
Adapun beberapa tujuan dari penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Soehatman Ramli, 2010 : 48
adalah sebagai berikut:
a. Sebagai Alat Ukur Kinerja K3 Dalam Organisasi
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja digunakan
untuk menilai dan mengukur kinerja penerapan K3 dalam organisasi.
Dengan membandingkan pencapaian K3 organisasi dengan persyaratan
tersebut, organisasi dapat mengetahui tingkat pencapaian K3.
Pengukuran ini dilakukan melalui audit Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
b. Sebagai Pedoman Implementasi K3 Dalam Organisasi
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat
dilakukan sebagai pedoman atau acuan dalam mengembangkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Beberapa bentuk Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digunakan sebagai
acuan misalnya ILO OHSMS Guidelines, API HSEMS Guidelines, Oil
and Gas Producer Forum (OGP) HSEMS Guidelines, ISRS dari DNV,
dan lainnya.
c. Sebagai Dasar Penghargaan (awards)
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga
digunakan sebagai dasar untuk pemberian penghargaan K3 atas
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pencapaian kinerja K3, penghargaan K3 diberikan baik oleh instansi
pemerintah maupun lembaga independent lainnya seperti Sword of
Honour dari British Safety Council, Five Star Safety Rating System dari
DNV atau National Safety Council Award, dan SMK3 dari Depnaker.
d. Sebagai Sertifikasi
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga dapat
digunakan untuk sertifikasi penerapan manajemen K3 dalam organisasi.
Sertifikasi diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi
oleh suatu badan akreditasi.
3. Dasar Hukum Pelaksanaan SMK3
a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 05/MEN/1996
Pasal 3:
Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak
100 orang atau lebih dan mengandung potensi bahaya yang dapat
ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat
mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran,
pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
b. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Pasal 1:
Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, terbuka atau
tertutup, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang
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sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan
dimana terdapat sumber-sumber bahaya (Soepomo, 2001 : 445).
Pasal 8:
Pengurus perusahaan wajib untuk memeriksakan kesehatan tenaga
kerja sejak akan masuk kerja, selama bekerja dan akan dipindahkan
ke tempat atau pekerjaan lain.
c. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan
Pasal 23 ayat (1) :
Kesehatan kerja diselenggarakan agar setiap pekerja dapat
bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri atau
masyarakat sekelilingnya agar diperoleh produktivitas kerja yang
optimal sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja
Pasal 23 ayat (2) :
Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja,
pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
Di dalam undang-undang No. 23 tahun 2009 tentang kesehatan,
dinyatakan bahwa upaya keselamatan dan kesehatan kerja harus
diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya pada kondisi kerja
yang berpotensi membahayakan kesehatan. Hal tersebut dapat berlaku
pada perusahaan yang mempunyai karyawan paling sedikit 10 orang.
15
Mengingat kondisi tempat kerja yang memiliki berbagai resiko,
maka pengusahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan K3
diantaranya :
a. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, pengusaha berkewajiban
menunjukkan dan menjelaskan tentang :
1. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja
2. Semua alat pengaman dan pelindung yang harus digunakan
3. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya
4. Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja
b. Terhadap tenaga kerja yang telah / sedang dipekerjakan, ia
berkewajiban:
1. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan dan
penanggulangan
2. Memeriksakan kesehatan
3. Menyediakan alat pelindung diri (APD)
4. Memasang rambu - rambu K3
5. Melaporkan setiap kecelakaan
6. Membayar biaya pengawasan K3
7. Menaati semua persyaratan K3
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Potensi bahaya di perusahaan, selain penyakit-penyakit infeksi
juga terhadap potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi
dan kondisi di perusahaan, yaitu risiko peledak, kabakaran, sengatan
listrik, radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gas-gas anastesi,
gangguan psikososial, ergonomic dan sumber - sumber cidera lainnya.
Semua potensi bahaya tersebut, jelas mengancam jiwa dan kehidupan
bagi para karyawan di perusahaan, pasien, maupun pengunjung yang ada
di lingkungan rumah sakit (Menkes RI, 2007).
B. Tinjauan Umum  Tentang Tahap Persiapan K3 di Perusahaan
1. Komitmen dan Kebijakan
Komitmen adalah tekad manajemen dalam melaksanakan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memerlukan adanya
kepedulian atau partisipasi dari tingkat manajer sampai lapisan bawah.
Perwujudan komitmen dari pihak manajemen ditunjukkan dengan jalan
seperti :
a. Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada posisi
yang dapat menentukan keputusan perusahaan.
b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja berkualitas, dan sarana untuk
pelaksanaan K3.
c. Menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab, wewenang,
dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3.
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d. Membuat perencanaan K3 yang terorganisasi.
e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
Komitmen dan kebijakan tersebut pada butir a sampai dengan e
diadakan peninjauan ulang secara teratur. Setiap tingkat pimpinan dalam
perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja sehingga pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja berhasil diterapkan dan dikembangkan. Setiap tenaga
kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta
dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja.
Allah SWT berfirman dalam : Q.S Al Maidah / 5:32
               
                
                 
   
Terjemahannya : Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani
Israil, bahwa: Bahwa siapa yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat
kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia
seluruhnya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia
seluruhnya dan sesungguhnya telah dating kepada mereka Rasul-rasul
kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian
banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas
dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.
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Diterangkan dalam ayat diatas bahwasanya barang siapa yang
menyebabkan terbunuhnya seseorang, atau celakanya orang lain maka
sama halnya dia telah membunuh atau mencelakakan semua manusia.
Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan satu orang maka
seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Sehingga
menjadi kewajiban bagi para pemilik usaha atau pimpinan suatu
perusahaan untuk mengupayakan berbagai cara untuk menjamin
keselamatan jiwa dan rasa aman bagi pekerja atau buruh yang bekerja
padanya, sebab pekerja adalah tulang punggung keluarga yang akan
menghidupi seluruh anggota keluarganya.
Adapun ayat lain yang berhubungan dengan komitmen adalah
firman Allah dalam Q.S Al-ankabut (29:69) yaitu:
          
Terjemahannya : Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari
keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-
jalan kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang
berbuat baik.
Kaitan antara jihad dan pemeliharaan komitmen adalah bagaimana
pimpinan perusahaan dapat menjalankan komitmen dan kebijakan yang
ditetapkannya secara sungguh-sungguh, pimpinan berkewajiban
memelihara komitmen agar dapat meraih keridhaan dari Allah SWT.
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Hal lain yang paling mendasar terkait dengan jihad atau mencapai
upaya untuk mencapai tujuan menurut perspektif islam adalah akan diberi
petunjuk dan jalan untuk mencapai cita-cita dan tujuan.
Kebijakan adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani
oleh pengusaha atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tinjauan
perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program
kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang
bersifat umum. Kebijakan K3 harus melalui proses konsultasi dengan
tenaga kerja atau wakilnya dan disebarluaskan kepada seluruh tenaga kerja
yang ada dan harus terus ditinjau ulang karena sifatnya yang dinamis.
(Notoadmodjo, 2007 : 369 ).
2. Tinjauan Awal (Initial Review)
Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja
perusahaan saat ini dilakukan dengan :
a. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan pedoman
b. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan
c. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundang-
undangan dan standar K3
d. Membandingkan penerapan K3 dan perusahaan dan sektor lain
e. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi
dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan
keselamatan dan kesehatan kerja
f. Menilai efesiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan
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3. Pembentukan Organisasi
Menurut  Samuel C. Certo, pengorganisasian ialah suatu proses
dimana ditetapkan penggunaan teratur semua sumber-sumber daya di
dalam system manajemen yang ada. Penggunaan tersebut menekankan
pencapaian sasaran-sasaran sistem manajemen yang bersangkutan, dan ia
bukan saja membantu membuat sasaran-sasaran menjadi jelas, tetapi ia
menjelaskan pula sumber daya macam apa yang akan digunakan untuk
mencapainya (Winardi, 2003).
Sementara menurut (Muninjaya, 2003), pengorganisasian adalah
langkah untuk menetapkan dan mengatur berbagai macam kegiatan,
menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang, dan pendelegasian
wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan
organisasi. Fungsinya adalah untuk memadukan dan mengatur semua
kegiatan yang ada kaitannya dengan personil, finansial, material, dan tata
cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.
Organisasi K3 dalam perusahaan harus masuk dalam struktur
organisasi perusahaan baik dalam bentuk unit fungsional atau structural.
Organisasi terdiri dari sekurang-kurangnya ketua, sekertaris, dan anggota
yang melibatkan seluruh unit kerja di perusahaan.
Organisasi K3 di perusahaan mempunyai tugas-tugas pokok
sebagai berikut:
a. Merumuskan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan
dan prosedur
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b. Membuat, melaksanakan, dan mengawasi program K3 perusahaan
c. Member rekomendasi dan pertimbangan kepada direktur/pimpinan
perusahaan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan K3
perusahaan
Fungsi organisasi K3 di perusahaan adalah:
a. Perumusan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan
prosedur K3
b. Penyusunan program K3
c. Pelaksanaan program K3
d. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3
e. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tindakan
korektif
f. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan
dengan K3
C. Tinjauan Umum Tentang Tahap Perencanaan
Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai
keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat
tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam
mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian
resiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil
pelaksanaan tinjauan awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun
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pedoman penerapan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko
Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko dari
kegiatan, produk, barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat
merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan
kesehatan kerja. Untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya.
2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk
inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan
kerja sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus
harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada
setiap tenaga kerja
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaram kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
yang ditetapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi
kualifikasi:
a. Dapat diukur
b. Satuan / indikator pengukuran
c. Sasaran pencapaian
d. Jangka waktu pencapaian
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Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan
kerja harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, ahli K3, P2K3, dan
pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.
4. Indikator Kinerja
Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan
kesehatan kerja perusahaan harus menggunakan indicator kinerja yang
dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan
kerja sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung
Penerapan awal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara
berkelanjutan dan dengan jelas menetapkan tujuan serta sasaran Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dapat dicapai dengan:
a. Menetapkan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan
sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang
bersangkutan.
b. Menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan
sasaran.
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Setiap pekerjaan seharusnya direncanakan dengan baik agar hasil yang
dicapai sesuai dengan harapan dan tidak menimbulkan dampak buruk
di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam : Q.S. Al-
Hasyr/ 59:18.
              
    
Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan kamu bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dalam firman Allah SWT tersebut kita diperingatkan agar memikirkan
segala sesuatu yang telah dan akan kita kerjakan, salah satunya melalui
perencanaan yang baik. Islam mengajarkan agar kita tidak tergesa-gesa
dalam merencanakan dan melaksanakan sesuatu.
D. Tinjauan Umum Tentang Tahap Penerapan
Dalam pencapaian tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan
harus menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan
sistem yang diterapkan. Adapun pedoman penerapannya adalah sebagai
berikut:
1. Jaminan Kemampuan
a. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana
Perusahaan harus menyediakan personel yang memiliki
kualifikasi saran dan dana yang memadai sesuai Sistem Manajemen
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan. Dalam pelaksanaan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang efektif perlu
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyediakan sumber daya yang memadai sesuai dengan ukuran dan
kebutuhan.
2. Melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap
tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap
pelatihan yang dibutuhkan.
3. Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi
keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif.
4. Membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para
ahli.
5. Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan
tenaga kerja secara aktif.
b. Integrasi
Perusahaan dapat mengintegrasikan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja kedalam sistem manajemen
perusahaan yang ada. Dalam hal pengintegrasian tersebut apabila
terdapat pertentangan dalam tujuan dan prioritas perusahaan maka tujuan
dan prioritas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
harus diutamakan, selain itu penyatuan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja dengan sistem manajemen perusahaan harus
dilakukan secara selaras dan seimbang.
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c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan efektif
apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta
dalam penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja serta memiliki budaya perusahaan yang
mendukung dan memberikan kontribusi bagi Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun tanggung jawab pengurus
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja adalah:
1. Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggungjawab harus memastikan
bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah
diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap
lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan.
2. Pengurus harus / mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber
daya yang berharga yang dapat ditunjuk untuk menerima
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan
dan mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
d. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
Pengurus harus menunjukkan komitmennya terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja melalui konsultasi dan dengan
melibatkan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait di dalam
penerapan, pengembangan, dan pemeliharaan Sistem Manajemen
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga semua pihak merasa ikut
memiliki dan merasakan hasilnya.
e. Pelatihan dan Kompetensi Kerja
Penerangan dan pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja dan
pelatihan dari setiap tenaga kerja di perusahaan. Standard kompetensi
kerja keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat dikembangkan dengan :
1. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada.
2. Memeriksa uraian tugas dan jabatan.
3. Manganalisis tugas kerja.
4. Menganalisis hasil inspeksi dan audit.
5. Meninjau ulang laporan insiden.
2. Kegiatan Pendukung
a. Komunikasi
Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin bahwa
informasi keselamatan dan kesehatan kerja terbaru didokumentasikan ke
semua pihak dalam perusahaan. Ketentuan dalam prosedur tersebut
harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
1. Mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, pemantauan, audit
dan tinjauan ulang manajemen pada semua pihak dalam perusahaan
yang bertanggungjawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan.
2. Melakukan identifikasi dan menerima informasi keselamatan dan
kesehatan kerja yang terkait dari luar perusahaan.
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3. Menjamin bahwa informasi yang terkait dikomunikasikan kepada
orang-orang diluar perusahaan yang membutuhkannya.
b. Pelaporan
Prosedur pelaporan internal perlu ditetapkan untuk menangani:
1. Pelaporan terjadinya insiden.
2. Pelaporan ketidakseuaian.
3. Pelaporan kinerja keelamatan dan kesehatan kerja.
4. Pelaporan identifikasi sumber bahaya.
Prosedur pelaporan eksternal perlu ditetapkan untuk menangani:
1. Pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundangan.
2. Pelaporan kepada pemegang saham.
c. Pendokumentasian
Pendokumentasian Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja mendukung kesadaran tenaga kerja dalam rangka
mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerjadann evaluasi terhadap
sistem dan kinerja keelamatan dan kesehatan kerja.
Perusahaan harus mengatur dan memelihara kumpulan ringkasan
pendokumentasian untuk:
1. Menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan, dan sasaran
keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran keselamatan dan
kesehatan kerja,
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3. Mendokumentasikan peranan, tanggungjawab dan prosedur.
4. Memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan
menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan.
5. Menunjukkan bahwa unsur-unsur Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.
d. Pengendalian Dokumen
Perusahaan harus menjamin bahwa:
1. Dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawab di perusahaan.
2. Dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat
direvisi.
3. Dokumen sebelum diterbitkan harus terlebih dahulu disetujui oleh
personel yang berwenang.
4. Dokumen versi baru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap
perlu.
5. Dokumen yang telah using harus segera disingkirkan.
6. Dokumen mudah ditemukan, bermanfaat, dan mudah dipahami.
e. Pencatatan dan Manajemen Informasi
Pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk
menunjukkan kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja dan harus mencakup:
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1. Persyaratan eksternal / peraturan perundangan dan internal / dan
indikator kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Izin kerja.
3. Resiko dan sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, alat
kerja serta peralatan lainnya, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara
kerja dan proses produksi.
4. Kegiatan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan.
6. Pemantauan data.
7. Rincian insiden, keluhan, dan tindak lanjut.
8. Identifikasi produk termasuk komposisinya.
9. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor.
10. Audit dan peninjauan ulang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko
Sumber bahaya yang teridentifikasi harus dinilai untuk menentukan
tingkat resiko yang merupakan tolak ukur kemungkinan terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya dilakukan pengendalian
untuk:
a. Identifikasi Sumber Bahaya.
Dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
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1. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya.
2. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat
terjadi.
b. Penilaian Resiko
Merupakan proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap
tingkat resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
c. Tindakan pengendalian.
Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan
melalui metode:
1. Pengendalian teknis yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi,
ventilasi, hygiene, dan sanitasi.
2. Pendidikan dan pelatihan.
3. Pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus,
intensif, penghargaan dan motivasi diri.
4. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etologi
5. Penegakan hukum.
d. Perancangan (design) dan Rekayasa
Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam
proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan.
Setiap tahapan dari siklus perancangan meliputi pengembangan,
verifikasi, tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian harus dikaitkan
dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian, dan
pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
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e. Pengendalian Administratif
Prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi pada saat
dibuat  harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja
pada setiap tahapan.
f. Tinjauan Ulang Kontrak
Pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang
untuk menjamin kemempuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan
keselamatan dan kesehatan kerja yang ditentukan.
g. Pembelian
Setiap pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur
pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi
penenganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta
mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan keselamatan dan
kesehatan kerja.
Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan
harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang
dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian
resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
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h. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana
Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan
darurat atau bencana yang diuji secara berkala untuk mengetahui
keadaan pada saat kejadian yang sebenarnya.
i. Prosedur Menghadapi Insiden
Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden,
perusahaan harus memiliki prosedur yang meliputi:
1. Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai
sampai mendapatkan pertolongan medik.
2. Proses perawatan lanjutan.
j. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat
Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan
darurat untuk secara cepat mengembalikan pada kondisi yang normal
dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.
E. Tinjauan Umum Tentang Tahap Evaluasi / Monitoring
Dalam kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini perusahaan harus mempunyai petugas
independen yang berwenang mengukur, memantau, mengevaluasi, dan
menganalisis tingkat keberhasilannya. Pelaksanaan dalam mengukur
keefektifan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan
dengan jalan melakukan inspeksi dan audit berkala. Tujuan mengukur kinerja
K3 antara lain :
1. Mengevaluasi efektivitas program di perusahaan.
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2. Menumbuhkan motivasi untuk melakukan perbaikan.
3. Dapat melihat suatu perbandingan antara hasil kegiatan yang sedang dan
telah dilakukan dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Dapat mengidentifikasi dengan pasti kegiatan yang berjalan dengan lancar
atau tidak.
5. Memperoleh informasi yang berguna dalam identifikasi dan penilaian
resiko untuk selanjutnya dikendalikan sesuai prioritas.( Notoadmodjo, 2007
: 372 )
Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan
mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk
melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Adapun pedoman penerapan
evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
adalah sebagai berikut :
1. Inspeksi dan Pengujian
Perusahaan harus memelihara dan menetapkan prosedur inspeksi,
penggujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran
keselamatan dan kesehatan kerja. Frekuensi inspeksi dan pengujian harus
sesuai dengan objeknya.
Prosedur inspeksi, pengujian, dan pemantauan secara umum
meliputi :
a. Personel yang terlibat harus memiliki pengalaman dan keahlian yang
cukup.
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b. Catatan inspeksi, pengujian dan pemantauan yang sedang berlangsung
harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan
kontraktor kerja yang terkait.
c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk
menjamin telah dipenuhinya standard keselamatan dan kesehatan kerja.
d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidak
sesuaian terhadap persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dari hasil
inspeksi, pengujian dan pemantauan.
e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan inti
permasalahan dari suatu insiden.
f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.
2. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Audit harus
dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personal yang
memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah
diterapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang
hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan ditempat
kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan
ulang manajemen.
3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit dan
tinjauan ulang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus
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didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan
pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara
sistematik dan efektif.
F. Tinjauan Umum Tentang Tahap Peninjauan Ulang dan Peningkatan
Dari hasil monitoring dan evaluasi maka dapat dilakukan peninjauan
ulang dan peningkatan terhadap kebijakan, peraturan, pedoman, prosedur,
program, dan kegiatan yang dilakukan secara periodik.
Ruang lingkup tinjauan ulang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja harus dapat  mengatasi implikasi keselamatan dan kesehatan
kerja terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya
terhadap kinerja perusahaan.
Tinjauan ulang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
harus meliputi :
1. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Tujuan, sasaran, dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Hasil temuan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Evaluasi efektifitas pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dan kebutuhan untuk mengubah Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan :
a. Perubahan peraturan perundangan.
b. Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar.
c. Perubahan produk dan kegiatan perusahaan.
d. Perubahan struktur organisasi perusahaan.
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e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi.
f. Pengalaman yang didapat dari insiden keselamatan dan kesehatan kerja.
g. Pelaporan.




A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti
Pada tahun 1996 Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05 / MEN / 1996 tentang Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pasal 3 peraturan menteri
ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja
sebanyak 100 orang atau lebih dan mengandung potensi bahaya yang di timbulkan
oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan
kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja, wajib
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
SMK3 tersebut dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja
sebagai satu kesatuan.
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu
kesatuan yang utuh dari setiap kegiatan manajemen yang ada di suatu institusi
tempat kerja atau perusahaan, seperti manajemen produksi, manajemen sumber
daya manusia, manajemen keuangan dan manajemen-manajemen lainnya. Sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terintegrasi dengan setiap
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manajemen yang ada. Adapun beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Komitmen adalah tekad manajemen dalam melaksanakan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memerlukan adanya kepedulian atau
partisipasi dari tingkat manajer sampai lapisan bawah.
2. Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai
keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan,
sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam mempertimbangkan
identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko sesuai dengan
persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Agar penerapan berjalan dengan efektif maka organisasi harus mengembangkan
kemampuan dan mekanisme pendukung untuk mencapai kebijakan, target, dan
sasaran K3, yakni:
a. Adanya jaminan kemampuan dalam penerapan
b. Adanya kegiatan pendukung
c. Identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko. Sumber
bahaya yang teridentifikasi harus dinilai untuk menentukan tingkat resiko
yang merupakan tolak ukur kemungkinan terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja.
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4. Pada dasarnya monitoring dan evaluasi K3 berguna untuk mengetahui dan
menilai sejauh mana program dan kegiatan K3 di perusahaan terlaksana. Dari
hasil monitoring dan evaluasi dibuat rekomendasi kepada pihak manajemen
perusahaan.
5. Dari hasil monitoring dan evaluasi maka dapat dilakukan peninjauan ulang dan
peningkatan terhadap kebijakan, peraturan, pedoman, prosedur, program, dan
kegiatan yang dilakukan secara periodik. Ruang lingkup tinjauan ulang Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dapat  mengatasi implikasi
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan







B. Kerangka Konsep penelitian
Berdasarkan konsep dari pemikiran-pemikiran diatas maka penulis














:  Variabel yang diteliti
:  Variabel Independent
:  Variabel Dependent
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif
1. Tahap Persiapan ( Komitmen dan Kebijakan )
Komitmen dan kebijakan adalah pernyataan tertulis meliputi visi, misi dan
tujuan yang merupakan tekad direktur dan pengurus perusahaan dalam
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT.
Eastern Pearl Flour Mills.
2. Tahap Perencanaan
perencanaan K3 merupakan persiapan-persiapan yang ditempuh untuk
mencapai keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di PT. Eastern Pearl Flour Mills dengan sasaran yang jelas dan
terukur sebagai perwujudan komitmen dan kebijakan.
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3. Tahap Penerapan
Penerapan adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk menerapkan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan di PT. Eastern Pearl Flour
Mills melalui pengerahan seluruh sumber daya yang ada, serta melakukan
berbagai program dan langkah pendukung untuk mencapai keberhasilan.
Kriteria objektif
Terlaksana : Apabila empat dari lima kriteria yang ada telah terpenuhi
Tidak terlaksana : Apabila tidak sesuai dengan kriteria diatas.
4. Tahap Monitoring Dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi K3 berguna untuk mengetahui dan menilai sejauh
mana program dan kegiatan K3 di perusahaan terlakasana. Dari hasil
monitoring dan evaluasi dibuat rekomendasi kepada pihak menajemen
perusahaan.
5. Tahap Peninjauan Ulang dan Peningkatan
Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan peninjauan ulang dan
peningkatan terhadap kebijakan, peraturan, pedoman, prosedur, program dan




A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode
penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau
deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2005). Metode ini
menggunakan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif, Pendekatan
kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan
peristiwa, perilaku orang, atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci
dan mendalam dalam bentuk narasi sedangkan pendekatan kuantitatif adalah
pendekatan yang menekankan pada prosedur yang ketat dalam menentukan
variable-variable penelitian. (www.massofa.wordpress.com)
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar, dengan
rancangan waktu penelitian selama sebulan.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah semua tenaga kerja yang bekerja di
departemen produksi PT. Eastern Pearl Flour Mills meliputi karyawan dan
pihak manajemen perusahaan yang berjumlah 174 orang.
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2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian.
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling yaitu didasarkan pada pertimbangan peneliti dengan kriteria inklusi
dan eksklusi sebagai berikut diperoleh sampel sebanyak 42 orang.
Kriteria inklusi: karyawan bagian produksi PT. Eastern Pearl Flour Mills
yaitu pada unit Mills, Mills City, Wheat silo, dan Pelletizing yang bekerja pada
shift pagi dan bersedia untuk menjadi sampel
Kriteria ekslusi: karyawan bagian produksi PT. Eastern Pearl Flour Mills
yaitu pada unit Mills, Mills City, Wheat silo, dan Pelletizing yang pada saat




Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan
menggunakan kuesioner dan observasi terhadap para responden yang menjadi
sampel.
2. Data Sekunder
Data sekunder yang menyangkut perusahaan termasuk data-data
ketenagakerjaan yang diperoleh di bagian personalia PT. Eastern Pearl Flour
Mills Makassar.
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3. Unsur manusia sebagai instrumen kunci yaitu peneliti yang terlibat langsung
dalam observasi partisipasi, unsur informan terdiri atas manajer, sekertaris
P2K3 dan pekerja.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik :
1. Library Reseach
Yaitu mencari bahan dari sumber-sumber bacaan seperti buku-buku dan skripsi
yang relevan dengan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja.
2. Field Research
Dalam research lapangan dikenal 2 bentuk pengumpulan data yaitu :
a. Kuesioner
Dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden.
b. Observasi
Dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap responden ditempat
kerja.
3. Wawancara yang berpedoman pada Permenaker No. 05/MEN/1996 juga






Analisis ini dilakukan terhadap tiap variabel dari penelitian. Pada
Umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi untuk
mendeskripsikan variabel status dan persentase dari tiap variabel. Dari hasil
penelitian dideskripsikan dalam bentuk tabel, dan narasi.
Analisis univariat bermanfaat untuk melihat apakah data sudah layak
dilakukan analisis. Melihat gambaran data yang dikumpulkan dan apakah data
optimal untuk dianalisis lebih lanjut.
b. Deskririptif naratif.
Teknis ini diterapkan melalui dua alur yaitu penyajian data dan
penarikan kesimpulan/verifikasi
G. Penyajian Data






A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
PT. Eastern Pearl Flour Mills (EPFM) didirikan pada bulan Maret
1982, sebelumnya dengan nama PT Berdikari Sari Utama Flour Mills di
Makassar, Sulawesi Selatan, dan bergerak dalam industri pengolahan biji
gandum menjadi tepung terigu. Sebelumnya perusahaan ini bernama PT.
Prima Indonesia yang didirikan pada tahun 1972 dengan mengambil alih
operasi penggilingan terigu yang dikelola oleh suatu perusahaan PMA.
Selama lebih dari 30 tahun kami telah berkembang menjadi salah satu
produsen tepung terigu terkemuka di Indonesia dengan prodik-produk yang
tersebar di seluruh Nusantara.Kapasitas penggilingan gandum pabrik-pabrik
kami kini mencapai 2800 M ton per hari yang menghasilkan tepung industri
berkualitas dan produk sampingan, seperti tepung industri yang digunakan
untuk lem plywood dan produk pellet yang sebagian besar diekspor ke negara-
negara tetangga seperti Vietnam dan Korea.
Pada awal tahun 2002 kami melanjutkan bisnis industri terigu ini untuk
tetap memenuhi kebutuhan terigu di Indonesia dengan menjadi bagian dalam
grup Interflour. Grup ini merupakan penghasil terigu terbesar di Asia Pasifik
dengan 7 fasilitas produksi, pembongkaran dan penyimpanan di Asia
Tenggara, kantor perwakilan di Amerika Serikat, Denmark, dan India dan
Cina, dan pusat penelitian tepung terigu International di Kuala Lumpur.
50
Seiring dengan strategi perkembangan bisnis perusahaan , di tahun 2005,
perusahaan kami mengubah nama menjadi PT. Eastern Pearl Flour Mills.
Perubahan nama ini seiring dengan bergabungnya PT. EPFM sebagai salah
satu unit usaha dari Grup Bulk Handling (CBH) Australia yang memiliki
fasilitas pengelolaan gandum tercanggih di dunia.
Memasuki tahun 2006, EPFM siap mewujudkan misi perusahaan.
Dibawah pengarahan Interflour dan Grup CBH, kami dengan yakin
melangkah menuju visi kami menjadi pabrik tepung terigu kelas dunia.
PT. Eastern Pearl Flour Mills (EPFM) mempunyai komitmen yang
sangat kuat terhadap kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk-produk
yang memenuhi segala persyaratan. Dengan memusatkan sumber daya yang
ada untuk memastikan dan memenuhi harapan pelanggan, EPFM
menghasilkan produk-produk dengan mutu yang konsisten mengadakan
pengiriman produk yang terpercaya, dan beroperasi secara optimal di dalam
skala yang menguntungkan agar kepuasaan pelanggannya terjamin. Hal ini
hanya dapat diraih dengan menerapkan perbaikan dan pengembangan yang
berkesinambungan, pengawasan proses yang ketat, keterlibatan SDM secara
tepat guna dan komitmen penuh dari manajemen.
PT. EPFM Makassar sangat menaruh perhatian pada terpeliharanya
sistem pengawasan mutu produk dan bantuan teknis secara rinci kepada
pelanggannya. Saat ini di perusahaan telah dikembangkan dan diterapkan
sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 agar dapat lebih fokus dalam
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memenuhi kebutuhan pelanggan dan untuk meningkatkan sistem manajemen
perusahaan secara menyeluruh. .
Untuk memaksimalkan operasinya, PT EPFM selalu menggunakan
kombinasi tenaga ahli lokal yang berpengalaman yang dipadukan dengan
tenaga ahli asing. Setelah melalui masa transisi, kombinasi ini menciptakan
suatu proses dimana teknologi yang senantiasa berkembang dapat terus
disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat serta adanya alih teknologi ke
karyawan lokal secara terus menerus.
Fasilitas dan karyawan kami berdedikasi dan profesional siap untuk
senantiasa melayani dan memberikan dukungan teknis terbaik bagi pelanggan
dan pengguna produk kami.
B. Hasil
1. P2K3
Profil P2K3 di PT EPFM Makassar sebagai berikut:
Visi, misi organisasi P2K3 di PT EPFM Makassar
a) Visi
Menjadikan EPFM Makassar tempat kerja yang terintegrasi antara
unsur manajemen, tenaga kerja, lingkungan kerja dalam rangka
mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta
terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
b) Misi
Dalam upaya mewujudkan visi K3 EPFM, telah ditetapkan dan
disepakati suatu misi sebagai the chosen track yang ditemmpuh, yaitu :
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1) Mewujudkan lingkungan kerja yang selamat,  nyaman dan aman
bagi tenaga kerja.
2) Mewujudkan tenaga kerja yang professional, mandiri, beretos kerja
tinggi dan berjiwa K3 menjadi budaya ditempat kerja.
3) Mewujudkan terciptanya nihil Kecelakaan kerja (Zero Accident)
dan penyakit akibat kerja (PAK).
4) Mewujudkan harmonisasi antaraa kapasitas kerja, beban kerja dan
lingkungan kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja tenaga
kerja.
2. Program Kerja
Program kerja P2K3 merupakan penjabaran dari tupoksi yang pada
dasarnya harus mampu berperan shared resources dengan seluruh sistem
komitmen dan kebijakn manajemen K3 yang tertuang dalm 4 (empat)
prinsip dan 24 (Duapuluh empat) program pokok yang seluruhnya saling
mendukung dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. 4 (Empat) prinsip
dan 24 (Duapuluh empat) program tersebut adalah:
Program deskription
1) Planning :
a. OHSE procedure + tambahan
b. Join OHS procedure in intranet w/IS dept
c. Internal OHS Audit Consultan
d. OHSE Sertification OHSAS 18000
e. Fire Alarm system
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2) Implementation :
a. Audit Safety Finding
b. Safety Practice (Safety Briefing, Inspection)
c. Safety Corner (information activity)
d. Health Practice (aubade at office)
e. Environment Practice (Green Area)
f. Communication Practice
g. Documentation Practice
h. Information Management Practice
i. H&S Analysis (H&S Questionare)
3) Controlling and Evaluation
a. Inspection
b. Progres Report (HSH Report)
c. Safety Tools Inspection
4) Training
a. Safety Talk
b. Refreshing training (operational area first)
c. Emergency respon best practice
d. HIRA
e. Evaluation Procedure (simulation)
f. Fire Fighting Procedure (simulation)
g. First Aid & CPR Training
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3. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tingkat kesadaran pimpinan tentang pentingnya Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) akan
mempengaruhi kinerja P2K3 di PT EPFM, sebab mendapat dukungan dari
pihak pimpinan.
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT
Eastern Pearl Flour Mills Makassar ini mengadopsi isi dari peraturan
Perundang-undangan maupun standard Internasional (OHSAS 18001).
Prinsip penerapan SMK3 di PT Eastern Pearl Flour Mills Makassar
mengacu pada Permenaker No. 05/MEN/1996 sebagai berikut:
a) Komitmen dan Kebijakan
PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar merupakan perusahaan
yang cukup konsen terhadap komitmen Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), hal ini terlihat dari bentuk
kebijakan dan memenuhi kriteria-kriteria dalam klausul Komitmen dan
Kebijakan Permenaker No. 05/MEN/1996. Berdasarkan pernyataan
dari informan PT EPFM, komitmen dan kebijakan disini sudah tertulis,
bertanggal dan sudah memenuhi semua kriteria-kriteria Komitmen dan
Kebijakan.
Pendapat informan mengenai Komitmen dan Kebijakan K3 di PT
EPFM Makassar sebagai berikut:
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1) Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
a. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
“Kebijakan K3 dalam perusahaan ini dibuat secara tertulis,
bertanggal, dan isinya mencakup tujuan dan pertanyaan
komitmen kami mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja.
Perusahaan sangat berkomitmen terhadap safety terbukti
banyak kegiatan –kegiatan ataupun fasilitas yang kita buat.
(IW)
“pada dasarnya komitmen dari management yang membentuk
sebuah team dan team inilah yang merumuskan semua
tindakan yang akan dibuat (IW)
“Setelah kebijakan dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh
pemegang kekuasaan maka kebijakan K3 tersebut dianggap
resmi. Selanjutnya, dilakukan peninjauan ulang secara berkala
terhadap kebijakan K3 tersebut. Dalam peninjauan ulang ini,
terdapat beberapa mekanisme yang diterapkan, misalnya
melalui rapat manajemen review meeting tahunan, rapat P2K3
atau rapat lainnya. Bila terdapat perubahan nama,
manajemen, visi dalam perusahaan, maka kebijakan juga
harus direvisi”. (IW)
“ada policy dan itu yang dijalankan sekarang, ada regulasi
tentang safety”. (NH)
56
“yang memiliki otoritas untuk menandatangani kebijakan itu
adalah pihak GM” (NH)
“untuk kebijakan kita sudah ada dalam bentuk policy dari top
management yang terbentuk pada tahun 2009” (JR)
“kebijakan tersebut tertanggal dan tertulis” (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT EPFM
Makassar telah menetapkan kebijakan K3 yang dilakukan oleh
top manajemen dan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) dalam sebuah rapat dan hasil
kebijakan yang telah dibuat tertulis, bertanggal dan ditanda
tangani oleh senior manajer. Kemudian kebijakan tersebut
disebarluaskan kepada semua tenaga kerja dan mitra kerja agar
diterapkan dan dilaksanakan dalam perusahaan secara
berkesinambungan. hal ini tidak jauh beda dengan peraturan
perundang-undangan No. 05/MEN/1996. Dimana dalam aturan
UU menyebutkan  bahwa untuk benar-benar menunjukkan
kesungguhan dari komitmen yang dimiliki, maka komitmen
tersebut harus tertulis dan ditandatangani oleh pengurus
tertinggi dari tempat kerja. Komitmen tertulis tersebut
selanjutnya disebut kebijakan, juga harus memuat visi dan
tujuan, kerangka dan program kerja yang bersifat umum atau
operasional.
57
Kebijakan ini harus melewati proses konsultasi dengan
pekerja atau wakil pekerja dan disebarluaskan kepada seluruh
pekerja. Kebijakan ini juga harus bersifat dinamis artinya
sering ditinjau ulang agar sesuai dengan kondisi yang ada.
b. Tanggung jawab dan wewenang bertindak
“iya, semua terdokumentasi bahkan sekarang kita punya bukti
yaitu memfasilitasi dan mencukupkan fasilitas safety dan
memasukannya kedalam spesifikasi target”. (IW)
“Pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan tindakan
ditunjuk berdasarkan job descriptionnya, bukti
keterlibatannya, misalnya, turut andil dalam penilaian kinerja
unit, ikut serta dalam inspeksi K3, ikut serta rapat K3 unit, ikut
menilai kinerja K3 kontraktor, melakukan inspeksi K3, ikut
serta dalam rapat-rapat dengan kontraktor, dan observasi
lapangan”. (IW)
“Personil atau bagian yang telah diberi wewenang bertindak
dapat dikenali dari sertifikat pelatihan, dokumentasi latihan
darurat, absensi, atau dari tanda pengenal yang berupa helm
dan baju khusus”. (IW)
“Pemimpin unit kerja dalam perusahaan ini bertanggungjawab
terhadap kinerja K3 dalam unit kerjanya. Bukti
pertanggungjawaban itu, misalnya  turut andil dalam penilaian
kinerja unit, ikut serta dalam inspeksi K3, dan ikut serta rapat
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K3 unit. Bukti pelaksaan kegiatan dapat dilihat pada dokumen
manajemen K3. Selain itu, ada pengurus tertentu yang
bertanggungjawab atas informasi peraturan perundangan
yang baru”.(NH)
“Dalam perusahaan ini terdapat dokumentasi dan
penyebarluasan informasi dalam bentuk dokumen job
description tanggung jawab K3 dalam menual K3, dll harus
dipastikan personil yang terkait mengetahui hal ini. Sudah ada
pengurus khusus yang bertanggungjawab untuk masalah
penjaminan pelaksanaan SMK3 itu”. (JR)
“Penunjukan penanggungjawab K3 dalam perusahaan ini
harus sesuai dengan peraturan perundangan, seperti dokter,
sekretaris dan regu darurat. Para penanggungjawab itu
pernah mendapat latihan. Mereka menggunakan topi/helm
khusus, baju khusus, dan bage saat bekerja sehingga mudah
dikenali. pimpinan unit kerja mendapat informasi tentang
tanggung jawab mereka seluruh pekerja dalam unit kerjanya.
Pemimpin kami biasa turun langsung dalam menilai kinerja
unit dan juga selalu hadir dalam rapat K3 unit. Perusahaan
mendapat saran-saran dari ahli bidang K3 baik dari dalam
maupun dari luar perusahaan. Misalnya konsultasi
pegawai/pengawas dan laporan audit internal K3 dan inspeksi
K3. Mengenai kinerja K3, misalnya laporan kecelakaan kerja
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dan penghargaan dimasukkan dalam laporan tahunan
perusahaan ini”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT. EPFM
Makassar sudah memenuhi kriteria peraturan perundang-
undangan No. 05/MEN/1996, dimana personil yang memiliki
wewenang dan tanggung jawab untuk bertindak dan melapor
mengenai K3 (laporan kecelakaan,sumber bahaya,dll) itu
semua personil yang berkompeten (dokter perusahaan,
pramedis, sekertaris P2K3 dan regu darurat).
c. Tinjauan Ulang dan Evaluasi
“Kegiatan tinjauan ulang pada perusahaan ini dapat dalam
bentuk rapat manajemen yang khusus membahas kinerja
SMK3, rapat rapat P2K3 bulanan atau pembahasan hasil audit
internal”. (IW)
“Di perusahaan ini juga diadakan peninjauan ulang secara
berkala untuk mengetahui efektifitas SMK3. Misalnya dengan
melakukan rapat setiap bulan. Hasil tinjauan ulang juga di
masukkan ke dalam rencana tindakan selanjutnya oleh
manajemen kami dan didokumentasikan”. (NH)
“Di perusahaan ini juga diadakan peninjauan ulang secara
berkala untuk mengetahui efektifitas SMK3. Misalnya dengan
melakukan rapat setiap bulan. Bentuk dokumentasinya berupa
notulen, jadwal, time table, dan lain-lain. Pertemuan itu
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dilakukan sebulan sekali dan hasilnya disebar di temapat-
tempat umum dalam bentuk lembar pengumuman”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT EPFM
Makassar juga melakukan ditinjau ulang Kebijakan K3 sesuai
dengan perkembangan usaha dan lingkungan atau bila
diperlukan. Dalam peruses perumusan dan evaluasinya
peruasahaan melibatkan personil P2K3.
d. Keterlibatan dan Konsultasi Tenaga Kerja
“Pada perusahaan ini terdapat dokumen tentang kegiatan
konsultasi ( bisa dalam bentuk rapat K3, rapat P2K3, rapat
harian, briefing, dll. ) dalam bentuk notulensi kegiatan, jadwal
atau time table kegiatan. Wakil kami bisa seorang safety
representatif ditiap departemen, anggota P2K3, personil safety
departemen, dll. Setiap dua kali dalam seminggu, diadakan
program safety talk untuk memberikan pemahaman dan
memberikan pendidikan kepada tenaga kerja tentang K3,
dalam program ini ada juga feed back antara pengurus dan
tenaga kerja. Sesuai dengan permenaker 04/MEN/1987, posisi
ketua dipegang oleh presiden direktur dan sekertaris P2K3
sebagai ahli K3, harus melaporkan kegiatan tiap 3 bulan sekali
ke Dinas setempat”. (IW)
“Konsultasi tenaga kerja didokumentasikan dalam bentuk
notulen dan lain-lain. Untuk membahas masalah konsultasi,
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perusahaan memiliki prosedur tertentu, misalnya konsultasi
dibahas dalam rapat atau briefing”. (NH)
“P2K3 di perusahaan ini dibentuk sesuai PERMENAKER
04/MEN/1987. Ketua P2K3 adalah diduduki langsung oleh
pimpinan. Begitu pula sekretaris juga merupakan seorang ahli
K3. Kegiatan-kegiatan P2K3 bertujuan untuk mengendalikan
resiko kerja. Untuk membicarakan kegiatannya, P2K3
melakukan pertemuan sebulan sekali dan hasilnya disebar di
temapat-tempat umum dalam bentuk lembar pengumuman.
Dalam pelaksanaan kegiatan, kadang-kadang juga dibentuk
kelompok kerja untuk memudahkan kegiatan. Kelompok kerja
tersebut diberi informasi tentang struktur kelompok kerjanya.
Selanjutnya, sekretaris P2K3 melaporkan kegiatan setiap 3
bulan sekali ke dinas terkait setempat”. (NH)
“Ketua P2K3 di perusahaan ini adalah pimpinan dan
sekertaris P2K3 adalah tenaga kerja yang berkompeten dan
bersertifikat ahli K3. Diperusahaan ini tenaga kerja sangat
dilibatkan dalam penerapan K3. misalnya rapat K3,
briefing,program safety talk, dll”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT EPFM di
pegang langsung oleh presiden direktur dan sekertaris P2K3
oleh ahli K3. PT. EPFM juga melibatkan tenaga kerja dari
berbagai kegiatan K3 diperusahaan tersebut. Seluruh kebijakan
62
yang telah dibuat kemudian diimplementasikan diperusahaan
dan dimonitor langsung oleh supervesior masing-masing
departemen dan P2K3 yng telah dibentuk oleh manajemen.
Setiap karyawan maupun orang lain (mitra kerja dan tamu)
yang berada di lingkungan perusahaan diwajibkan mendukung
serta dalam mengendalikan pelaksanaan K3.
b) Perencanaan
PT. EPFM Makassar selain merumuskan kebijakan K3 di
perusahaan juga merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan
sasaran penerapan K3. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian
implementasi kebijakan SMK3 yang telah dibuat di PT. EPFM
Makassar.
Perencanaan yang telah dilakukan PT. EPFM Makassar sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1) Strategi Pendokumentasian
a. Perencanaan Rencana Strategi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
“Pada perusahaan ini terdapat petugas/tim yang melakukan
manajemen resiko ditempat kerja. Kompetensi dilihat dari
trainingnya atau wewenagnya atau kita lihat hasil kerjanya
yaitu risk manajemen yang sudah ada. Harus dilihat dokumen
manajemen risikonya dan prosedurnya. Dalam manajemen
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risiko yang kami terapkan disini yaitu Hazard Identification
Risk Assesment (HIRA) dalam identification ini dapat dilihat
potensi-potensi bahaya yang ada dan bagaiman penilaiannya
untuk melakukan pengendalian dan tindakan yang
diprioritaskan. Dengan diterapkannya prosedur ini perusahaan
ini berhasil mendapatkan penghargaan Zero Accident pada
bulan februari lalu”. (NH)
“Ada dokumentasi mengenai prosedur identifikasi bahaya.
Telah ditetapkan pula petugas yang dinyatakan berkompeten
untuk mengidentifikasi bahaya. Hal ini diperkuat dengan bukti
training yang dia miliki. Hal ini bertujuan untuk mengurangi
kecelakaan kerja”. (IW)
“Selain itu, ada rencana khusus berkaitan produk dan tempat
kerja. Rencana itu disesuaikan dengan catatan-catatan
mengenai inseiden yang terjadi dan memiliki tujuan yang dapat
diukur. Langkah selanjutnya adalah peninjauan ulang yang
selalu dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang perlu dibenahi
kembali”. (IW)
“Ada dokumentasi mengenai prosedur identifikasi bahaya.
Petugas identifikasi bahaya telah memiliki bukti training
sehingga dikatakan layak atau berkompeten. Untuk
mengurangi kecelakaan kerja, ada rencana khusus berkaitan
produk dan tempat kerja. Rencana itu disesuaikan dengan
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catatan-catatan mengenai inseiden yang terjadi. perencanaan
itu memiliki tujuan yang dapat diukur. Selanjutnya, peninjauan
ulang selalu dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang perlu
dibenahi kembali”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT. EPFM
Makassar sudah memiliki prosedur yang mengacu pada standar
OHSAS 18001 untuk melakukan identifikasi, penilaian dan
pengendalian resiko.
b. Manual SMK3
“Manual SMK3 mudah didapatkan oleh semua personil dalam
perusahaan, manual disimpan pada lokasi yang mudah diakses
oleh personil kami, yakni tiap2 unit serta dapat juga
didapatkan dikantor P2K3”. (NH)
“Manual itu meliputi tujuan, kebijakan atau hal lain mengenai
K3 yang diprioritaskan untuk semua tingkatan dalam
perusahaan. Di samping itu, ada manual khusus sesuai produk
dan perusahaan ini. Selanjutnya, manual K3 itu di simpan di
tiap unit dan kantor P2K3, sehingga mudah didapat oleh
semua pesonil”. (IW)
“Manual itu meliputi tujuan, kebijakan atau hal lain mengenai
K3 yang diprioritaskan untuk semua tingkatan dalam
perusahaan. selain itu, da manual khusus sesuai produk dan
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perusahaan ini. Manual K3 itu disimpan di tiap unit dan kantor
P2K3, sehingga mudah didapat oleh semua pesonil”. (DS)
Dari berbagai informasi dari informan, PT EPFM Makassar
menjalankan manual SMK3 ini dengan baik dimana
dokumentasi-dokumntasi K3 menyimpannya ditempat yang
mudah diakses oleh semua personil.
c. Penyebarluasan Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
“Penyebarluasan informasi K3 pada perusahaan ini berupa
papan pengumuman, foto-foto, poster, verbal dalam
briefing/apel, email, dll. Catatan-catatan informasi K3 ini bisa
banyak misalnya laporan kegiatan, tempelan pada papan
pengumuman catatan training dll. Dan harus disimpan baik
dokumentasinya”. (IW)
Informasi tentang kegiatan dan masalah K3 disebarluaskan
melalui papan pengumuman atau melalui rapat. Catatan-
catatan terkait disimpan dengan baik dan di tempel agar dapat
dilihat oleh para tamu yang berkunjung ke tempat kerja”.
(NH)
“Informasi tentang kegiatan dan masalah K3 disebarluaskan
dengan cara ditempel pada papan pengumuman, dokumentasi
foto, poster, dan juga dibahas dalam briefing atau apel.
Catatan yang berupa laporan kegiatan, tempelan pada papan
pengumuman, atau catatan training disimpan dengan baik dan
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ditempel agar dapat dilihat oleh para tamu yang berkunjung ke
tempat kerja”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT EPFM
Makassar sudah menjalankan peraturan perundang-undangan
khususnya pada penyebarluasan informasi K3 dimana pihak
perusahaan menyebrluaskan informasi kegiatan dan masalah
K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga
kerja melalui papan pengumuman, foto-foto, poster, dll.
2) Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak
a. Pengendalian Perancangan
“Prosedur yang telah didokumentasikan pasti
mempertimbangkan resiko dan bahaya pada saat melakukan
penijauan ulang. Di perusahaan ini, prosedur telah disusun
aman untuk penggunaan produk dan pengoperasian sarana
produksi. Telah ada petugas khusus untuk tanggung jawab
terhadap verifikasi, misalnya para ahli K3 di perusahaan ini.
Semua perubahan dan modifikasi rancangan prosedur, ditinjau
ulang kemudian disetujui oleh pimpinan K3”. (IW)
“Pada perusahaan ini kami memiliki personil yang ditunjuk
untuk melakukan verifikasi bahwa aspek K3 telah dipenuhi
dalam rancangan. Personil ini bisa internal misal Ahli K3 atau
eksternal misal petugas pengawas K3, konsultan atau jasa K3
yang ditunjuk”. (NH)
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“Prosedur yang telah didokumentasikan pasti
mempertimbangkan resiko dan bahaya pada saat melakukan
penijauan ulang. Prosedur telah disusun aman untuk
penggunaan produk dan pengoperasian sarana produksi. Ada
petugas khusus untuk verifikasi itu. Semua perubahan dan
modifikasi rancangan prosedur, ditinjau ulang kemudian
disetujui oleh pimpinan K3”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT. EPFM
Makassar ini memiliki personil yang berkompeten untuk
melakukan verifikasi dalam rancangan. Personil yang
berkompeten yang dimiliki PT. EPFM yaitu personil yang
sudah dilatih dan bersertifikasi.
b. Peninjauan Ulang Kontrak
“Peninjauan ulang kontrak dilakukan oleh personil dari P2K3
atau Unit Safety dalam perusahaan”. (NH)
“Perusahaan menganggap peninjauan ulang kontrak ini
adalah hal yang sangat penting mengingat suatu kontrak atau
suatu kesepakatan bersama merupakan jaminan dari pemasok
barang dan jasa terhadap K3 bagi pelanggan. Dokumentasi
peninjauan ulang ini berupa catatan review kontrak/checklist
pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu kontrak”. (NH)
“Dari prosedur itu kita bisa menilai tingkat bahaya yang
mungkin terjadi, dampak produksi terhadap lingkungan, dan
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sebagainya. Orang yang bertanggung jawab adalah petugas
yang biasanya dari unit safety. Kontrak yang sudah ada kami
pelajari dulu untuk memastikan kesesuaiannya dengan
persyaratan K3. Selanjutnya dilakukan tinjauan ulang,
kemudian catatan tinjauan ualng itu didokumentasikan berupa
review kontrak”. (IW)
“Dari prosedur itu kita bisa menilai tingkat bahaya yang
mungkin terjadi, dampak produksi terhadap lingkungan, dan
sebagainya. Petugas itu biasanya dari unit safety.”(JR)
Kontrak yang sudah ada kami pelajari dulu untuk memastikan
kesesuaiannya dengan persyaratan K3. Catatan tinjauan ulang
itu kemudian didokumentasikan berupa review kontrak”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT EPFM
Makassar Dalam peninjauan ulang dilakukan langsung oleh
personil P2K3 dan didokumentasikan dalam bentuk catatan
review/checklist.
c) Pengukuran dan Evaluasi
Perusahaan memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan
mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) dan hasilnya dianalisa guna menentukan keberhasilan
atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Hal ini




“Perusahaan memiliki jadwal regular untuk kegiatan inspeksi
ditempat kerja. Misalnya daily inspection yang dilakukan
setiap hari kerja. Inspeksi ini dilakukan oleh petugas K3 yang
telah berkompeten dan telah mendapatkan pelatihan dengan
menggunakan daftar checklist tempat kerja yang telah disusun
untuk digunakan pada saat inspeksi. Hasil inspeksi akan
dilaporkan kepada pengurus P2K3 sesuai dengan kebutuhan.
Setelah itu dilakukan pemantauan terhadap hasil temuan dari
inspeksi tersebut”. (NH)
“Kami memiliki jadwal regular misalnya dayli inspection yang
dilakukan setiap hari. Ada draf yang telah disusun untuk
melengkapi kegiatan inspeksi. Inspeksi ini dilakukan oleh
petugas K3 yang berkompeten dan telah mendapat pelatihan.
Tindakan selanjutnya adalah pemantauan hasil temuan pada
saat inspeksi”. (IW)
“Kami memiliki jadwal regular yang dilakukan setiap hari,
misalnya dayli inspection. Inspeksi ini dilakukan oleh petugas
K3 yang berpengalaman dan telah mendapat pelatihan.
Sebelum kegiatan inspeksi, draf inspeksi sudah disusun.
Tindakan selanjutnya adalah pemantauan hasil temuan pada
saat inspeksi”. (JR)
70
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT. EPFM
Makassar memiliki jadwal regular untuk kegiatan inspeksi ke
seluruh area perusahaan dimana inspeksi ini difokuskan kepada
kondisi bahaya kecelakaan kerja baik tenaga kerja, lingkungan
maupun peralatan kerjanya.
b) Pemantauan Lingkungan Kerja
“perusahaan kami telah bekerja sama dengan balai K3 untuk
pemantauan lingkungan kerja. Pemantauan tersebut dilakukan
secara teratur. Hasil pemantauan tersebut kemudian dipelajari
agar pihak perusahaan mengetahui hal-hal yang perlu
dibenahi, baik faktor fisik, kimia, biologis, radiasi maupun
psikologis”. (NH)
“Kami telah bekerja sama dengan balai K3 untuk mengetahui
hal-hal yang perlu dibenahi dari segi fisik, kimia, biologis,
radiasi, dan psikologis”. (IW)
“Sudah ada kerja sama dengan balai K3 untuk mengetahui apa
yang perlu dilengkapi dari segi fisik, kimia, biologis, radiasi,
dan psikologis”. (JR)
Berbagai informasi dari berbagai informan, PT EPFM
Makassar telah bekerja sama dengan Balai K3 untuk
pemantauan lingkungan kerja baik lingkungan fisik, kimia,
biologis, radiasi, maupun psikologis.
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c) Peralatan Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
“Peralatan inspeksi pada perusahaan ini disediakan dari luar,
yaitu kerja sama dengan pihak balai K3, pihak mereka harus
menunjukan sistem K3 mengenai pemeliharaan dan
penyimpanan untuk alat tersebut. Demikian pula petugas yang
melakukan kalibrasi harus dilakukan oleh petugas yang
berkompeten”. (NH)
“Pihak balai K3 harus menunjukkan system K3 mengenai
pemeliharaan dan peyimpanan untuk alat-alat tersebut. Hal ini
karena alat itu kami peroleh dari balai K3 selaku rekan kerja
kami. Mengenai kalibrasi, itu dilakukan oleh petugas yang
berkompeten”. (IW)
“Pihak balai K3 harus menunjukkan sistem K3 mengenai
pemeliharaan dan peyimpanan untuk alat-alat tersebut. Hal ini
karena alat itu kami dapat dari balai K3 selaku rekan kerja
kami. Mengenai kalibrasi, itu dilakukan oleh petugas yang
berpengalaman”. (JR)
PT. EPFM Makassar bekerja sama dengan balai K3 untuk
peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian. Peralatan yang
dimaksud disini diantaranya alat ukur kebisingan (Noisemeter),
pencahayaan, gas detector, dll.
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d) Pemantauan Kesehatan
“Pihak perusahaan juga memiliki kegiatan dalam pemantauan
kesehatan tenaga kerja, misalnya pemeriksaan awal, berkala
dan khusus, seperti pengecekan darah untuk melihat
kontaminasi bahan kimia dan audiometri untuk kebisingan.
Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter perusahaan
yang berkompeten dan telah mendapat pelatihan. Adapun
pencatatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat
berdasarkan peraturan perundangan”. (NH)
“Pemantauan kesehatan di sini sesuai peraturan perundangan.
Di perusahaan ini pemantauan itu berupa tes kesehatan khusus
seperti untuk melihat kontaminasi bahan kimia dan audiometri
untuk kebisingan. Pemeriksaan itu dilakukan oleh dokter yang
berkompeten dan telah mendapat pelatihan. Kemudian
dokumen berisi catatan pemantauan kesehatan itu dubuat
sesuai peraturan perundangan”. (IW)
“Pemantauan kesehatan sesuai peraturan undang-undang.
Berupa Berupa tes kesehatan awal. Jadi setiap tenaga kerja
baru itu diperiksa terlebih dahulu status kesehatannya.
Pemeriksaan itu dilakukan oleh dokter yang ahli dan telah
mendapat pelatihan. Dokumen berisi catatan pemantauan
kesehatan itu dibuat sesuai peraturan undang-undang”. (JR)
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Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT EPFM
Makassar memiliki kegiatan dalam pemantauan kesehatan
tenaga kerja. Pemeriksaan tersebut diantaranya pemeriksaan
awal,berkala dan khusus.
2) Pengumpulan dan Penggunaan Data
a) Catatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
“Untuk pengumpulan dan penggunaan data, pihak perusahaan
memiliki sistem yang mengatur pengelolaan terhadap catatan-
catatan K3, misalnya sistem pengelolaan dokumen K3. Sistem
ini berupa format K3 yang sudah terisi, misalnya format
kecelakaan, data-data kesehatan tenaga kerja dan inspeksi.
Catatan-catatan ini dipelihara dan didokumentasikan dengan
baik pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, misalnya
disimpan di ruang safety. Mengenai data-data kesehatan
pekerja, pihak perusahaan tetap merahasiakannya”. (NH)
“Terdapat prosedur dalam membuat catatan K3, yaitu berupa
pengelolaan dokumen, misalnya form kecelakaan, data-data
kesehatan tenaga kerja dan inspeksi. Selanjutnya dilakukan
peninjauan ulang, kemudian catatan peninjauan ulang itu
disimpan di tempat yang aman dan mudah di dapat, yaitu di
ruang safety. Mengenai data kesehatan pekerja, itu merupakan
kerahasiaan yang tetap kami jaga”. (IW)
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“Ada prosedur, seperti tata cara pengelolaan dokumen,
misalnya form kecelakaan, data-data kesehatan tenaga kerja
dan inspeksi. Catatan peninjauan ulang itu disimpan di tempat
yang aman dan mudah di dapat, yaitu di ruang safety.
Sepertinya pihak manajemen merahasiakan data kesehatan
pekerja”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT. EPFM
Makassar memiliki sistem dalam pengumpulan dan
penggunaan data. Sistem tersebut diantaranya system
pengelolaan dokumen yang berupa format K3 yang sudah
terisi, misalnya format kecelakaan, data-data kesehatan tanaga
kerja dan inspeksi.
b) Data dan Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
“Data-data K3 yang terbaru dikumpulkan kemudian dianalisa
oleh pihak safety dalam bentuk tabel dan grafik. Data-data
yang dimaksud, misalnya data-data kecelakaan kerja, laporan
penyakit kerja, data pencapaian kinerja program K3, data
pemantauan lingkungan kerja”. (NH)
“Laporan rutin K3 misalnya laporan hasil rapat P2K3 atau
laporan inspeksi akan disebarluaskan di dalam perusahaan”.
(NH)
“Data dan Laporan K3 tetap dianalisa, misalnya laporan
kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan lain-lain”. (IW)
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“Mengenai laporan rutin, misalnya hasil rapat P2K3 maka itu
disebarluaskan di dalam perusahaan”. (IW)
“Laporan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan lain-
lain, itu tetap dianalisa. Selanjutnya, laporan hasil rapat P2K3
disebarluaskan di dalam perusahaan”. (JR)
Data-data dan laporan K3 di PT. EPFM Makassar
dikumpulkan kemudian dianalisa oleh pihak safety dalam
bentuk table dan grafik. Data-data yang dimaksud misalnya
catatan kecelakaan kerja, laporan penyakit akibat kerja data
pencapaian kinerja program K3, data pemantauan lingkungan
kerja. Hasil analisa laporan tersebut kemudian disebar luaskan
didalam perusahaan.
3) Audit Sistem Manajemen K3
a) Audit Internal SMK3
“Untuk audit intenal perusahaan memiliki jadwal tersendiri,
yakni 4 tahun sekali. Hal ini disebabkan karena adanya
penyesuaian jadwal dengan monitoring departemen objektif
dan performance karyawan yang juga dilaksanaka serentak
dengan jadwal tersebut. Baru-baru ini kami sudah melakukan
audit internal dan bulan depan siap-siap untuk audit eksternal.
Tetapi audit ini adalah audit untuk mendapatkan integrate
sistem (integrasi SMK3 dengan manajemen lingkungan dan
manajemen mutu)”. (NH)
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“Untuk petugas audit internal, pihak perusahaan memberikan
tanggung jawab kepada orang-orang independen dalam
perusahaan ini dan telah mendapat bekal atau pelatihan
dengan pemahaman mengenai isi SMK3 dan standar audit
SMK3”. (NH)
“Kekurangan yang ditemukan pada saat audit akan menjadi
perioritas untuk melakukan tindakan perbaikan”. (NH)
“Ada jadwal khusus untuk pelaksanaan audit, yitu dilakukan
setiap 4 bulan sekali bersamaan dengan monitoring
departemen objektif dan performance karyawan.
Pelaksanaannya dilakukan oleh petugas independen dalam
perusahaan yang telah mendapat pelatihan mengenai isi SMK3
dan standar audit SMK3. Kekurangan yang ditemukan pada
saat audit akan menjadi prioritas untuk tindakan perbaikan”.
(IW)
“Pihak safety melakukan audit internal kira-kira tiap 4 tahun
sekali. Audit dilakukan oleh petugas auditnya itu tenaga kerja
yang betul-betul independen dan paham tentang SMK3
tersebut dan yang menjadi prioritas dalam ttindakan perbaikan
itu berdasarkan hasil audit tersebut”. (JR)
Pada perinsip pengukuran dan evaluasi di PT EPFM
Makassar sepenuhnya sudah dijalankan berdasarkan aturan
perundang-undangan No. 05/MEN/1996. Dimana standar
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pemantauan, pengumpulan dan penggunaan data sudah
dilakukan dengan baik dan memenuhi standar penerapan
SMK3, namun dalam pelaksanaan audit internal SMK3 kurang
ideal dalam penerapannya. Berdasarkan informasi dari
informan bahwa jadwal rutin dalam penerapan audit internal
SMK3 itu dilakukan tiap Quarter, dalam aturan perundang-
undangan pelaksanaann internal audit idealnya dilaksanakan
dua kali setahun.
d) Tinjauan Ulang
Tinjauan ulang secara teratur pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara berkesinambungan
dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas K3, maka dalam
peninjauan ulang PT. EPFM melakukan kegiatan-kegiatan yang
mengacu dengan peraturan perundang-undangan diantaranya pelaporan
dan perbaikan kekurangan dan pengembangan keterampilan, hal ini
dinyatakan dalam informan sebagai berikut:
1) Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
a) Pelaporan Keadaan Darurat
“pihak safety mempunyai prosedur pelaporan sumber bahaya.
Para tenaga kerja telah mengetahui tata cara pelaporan
tersebut, misalnya pelaporan bahaya/ketidaksesuaian”. (NH)
“Pelaporan itu misalnya pelaporan bahaya atau
ketidaksesuaian”. (IW)
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“Keadaaan darurat yang dimaksud misalnya pelaporan
bahaya atau ketidaksesuaian”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT. EPFM
Makassar memiliki prosedur pelaporan sumber bahaya, PT.
EPFM Makassar juga mensosialisasikan kepada tenga kerja
tentang tatacara pelaporan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan
informasi dari informan bahwa tenaga kerja mengetahui tata
cara pelaporan tersebut.
b) Pelaporan Insiden
“Kami sangat antusias terhadap masalah pelaporan insiden.
Sikap ini dilakukan karena pelaporan inseiden merupakan
kewajiban setiap tenaga kerja. Alasan lainnya adalah agar
pihak safety dapat menuju pencapaian zero accident/nihil
kecelakaan. Sehingga tenaga kerja bisa lebih aman dalam
bekerja dan bebas dari penyakit akibat kerja. Laporan dari
tenaga kerja mengenai kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja akan diambil alih oleh pihak P2K3 untuk dilaporkan
kepada dinas setempat setiap 3 bulan”. (NH)
“Dalam penanganan insiden kami merasa wajib memberikan
rasa aman kepada pekerja. Untuk laporan penyidikan insiden,
maka pihak P2K3 melapor ke dinas setempat terkait setiap 3
bulan sekali, sesuai peraturan perundangan”. (IW)
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“Perusahaan sangat mementingkan penanganan insiden
karena itu adalah kewajiban, memberikan rasa aman kepada
pekerja”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT. EPFM
Makassar sangat antusias terhadap masalah pelaporan insiden,
hal ini dibuktikan dari informasi dari informan bahwa pihak
perusahaan mupun pihak safety sangat antusias dan
membutuhkan laporan insiden dari tenaga kerja tentang kondisi
lapangan demi mempertahankan penghargaan zero
accident/nihil kecelakaan yang telah perusahaan capai pada
bulan februari yang lalu dan agar tenaga tenaga lebih aman dan
nyaman dalam bekerja.
c) Penyelidikan Kecelakaan Kerja
“Untuk penyelidikan insiden, perusahaan memiliki anggota di
safety yang telah berkompeten dan telah mendapat pelatihan.
Laporan penyelidikan tersebut dikumpulkan dan dirapatkan.
Dari rapat tersebut akan muncul beberapa saran dan jadwal
waktu pelaksanaan untuk perbaikan. Pihak yang bertanggung
jawab atas perbaikan tersebut ditentukan sesuai dengan hasil
rapat dan di informasikan kepada petugas yang bersangkutan.
Untuk tindakan perbaikan dilakukan dengan melihat proses
saat penyelidikan dilakukan, apakah melibatkan tenaga kerja
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saat pengumpulan informasi atau saat mendiskusikan tindakan
perbaikan yang akan dilakukan”. (NH)
“Kegiatan pemantauan tindakan perbaikan, dilakukan sesuai
system yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu setiap tenaga kerja
yang akan melakukan tindakan perbaikan yang diusulkan
dalam laporan kecelakaan, bentuknya biasanya dayli inspeksi,
atau dapat berupa status laporan atau paraf pada tindakan
perbaikan yang selesai”. (NH)
“Ada anggota di safety yang berkompeten untuk penyelidikan
insiden. Laporan sesuai hasil penyelidikan dikumpulkan
kemudian dirapatkan, lalu dari hasil rapat itu diperoleh saran-
saran dan jadwal pelaksanaan perbaikan. Penanggungjawab
perbaikan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan rapat.
Dalam prosesnya, tindakan perbaikan didiskusikan dengan
tenaga kerja. Selanjutnya dilakukan pemantauan. Setiap
tenaga kerja yang akan melakukan tindakan perbaikan yang
diusulkan dalam laporan kecelakaan, bentuknya bisanya dayli
inspeksi, atau dapat berupa status laporan atau paraf pada
tindakan perbaikan yang selesai”. (IW)
“Ada anggota yang ditugaskan di safety yang berpengalaman
untuk penyelidikan insiden. Laporannya dikumpul dan
diadakan rapat, dari hasil rapat itu diperoleh saran-saran dan
jadwal pelaksanaan untuk dilakukan perbaikan.
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Penanggungjawab perbaikan tersebut ditentukan berdasarkan
keputusan rapat. Tindakan perbaikan selalu dibicarakan denga
n para pekerja. Kegiatan penyelidikan ini dipantau. Bentuknya
bisanya dayli inspeksi, atau dapat berupa status laporan atau
paraf pada tindakan perbaikan yang selesai”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT EPFM
Makassar memiliki tenaga kerja yang berkompeten dan telah
dilatih untuk menyelidiki dan melakukan pencegahan
kecelakaan kerja yang berdasarkan laporan insiden tenaga
kerja.
d) Penanganan Masalah
“Untuk penanganan penyampaian masalah-masalah K3
perusahaan memiliki prosedur khusus, Masalah yang kadang
dikeluhkan misalnya, lingkungan kerja yang kurang nyaman
dan aman, kesehatan dalam bekerja atau keluhan-keluhan
lainnya. Para tenaga kerja telah mengetahui tata cara
pelaporannya.” (NH)
“kami memiliki prosedur terhadap penanganan masalah K3,
dan semua pekerja telah mengetahu tata cara pelaksanaan
prosedur tersebut”. (IW)
“Ada tata cara penanganan masalah K3, dan pihak safety
telah mensosialisasikan tata cara pelaporan tersebut”. (JR)
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Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT. EPFM
Makassar juga memiliki prosedur khusus dalam penyampaian
masalah-masalah K3 misalnya masalah lingkungan kerja yang
kurang nyaman dalam bekerja. Seperti pada kriteria
sebelumnya bahwa tenaga kerja telah mengetahui sistem
pelaporan tersebut. Hasil temuan dilapangan dan dokumen-
dokumen catatan hasil inspeksi yang dibuat dan diserahkan
kapda pihak safety untuk disebarluaskan kepihak yang terkait
sehingga bisa dilakukan tindakan perbaikan dan terukur sejauh
mana keefektifan pelaksanaan SMK3.
2) Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
a) Strategi Pelatihan
“Sebelum melakukan pelatihan, pihak perusahaan terlebih
dahulu menganalisa hal-hal yang perlu diberikan pelatihan,
misalnya pelatihan umum agar semua tenaga kerja sadar akan
keselamatan kerjanya atau bisaa kita kenal dengan TNA
(training need analisis).Pelatihan yang kami lakukan harus
mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan latar
belakang pendidikan, misalnya pelatihan ahli K3 atau forklift.
Pelatihan ini diadakan oleh pihak ketiga yang digunakan
jasanya untuk mengadakan pelatihan. Untuk fasilitas
pelatihan, pihak perusahaan menyediakan ruangan, papan
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tulis, LCD, dll untuk pelatihan yang lebih efektif. Pelaksana
pelatihan tersebut tetap didokumentasikan dan diarsipkan.
Dokumentasinya berupa daftar hadir, jadwal, dll. Data
pelatihan tersebut dievaluasi pada setiap sesi pelatihan untuk
menjamin peningkatan secara berkelanjutan. Pelatihan
tersebut juga akan ditinjau ulang untuk menjamin apakah
masih relevan atau perlu peningkatan lebih lanjut.” (NH)
“Kami melakukan pelatihan umum untuk meningkatkan
kesadaran terhadap pentingnya keselamatan kerja. Pelatihan
itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan latar belakang
pendidikannya dan dilakukan oleh pihak ketiga yang
berkompeten. Fasilitas pelatihan ini berupa ruangan, papan
tulis, LCD, dll. Catatan pelatihan berupa daftar hadir dan
jadwal pelatihan kemudian didokumentasikan dan diarsipkan.
Untuk tidak lanjut, terdapat juga proses evaluasi yang
dilakukan pada setiap sesi pelatihan dan peninjauan ulang
untuk memastikan perlu tidaknya dilakukan pelatihan
berkelanjutan”. (IW)
Ada pelatihan umum yang dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran terhadap pentingnya keselamatan kerja. Pelatihan
ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan latar belakang
pendidikannya peserta.Pelatihan dilakukan oleh pihak ketiga
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yang sudah berpengalaman. Terdapat fasilitas pelatihan
seperti ruangan, papan tulis, LCD, dll”. (JR)
Daftar hadir dan jadwal pelatihan kemudian didokumentasikan
dan diarsipkan. Selanjutnya evaluasi, yang dilakukan pada
setiap sesi pelatihan. Pelatihan itu ditinjau kembali untuk
memastikan perlu tidaknya dilakukan pelatihan selanjutnya”.
(JR)
b) Pelatihan bagi Manajemen dan Supervisor
“Manajemen sangat berperan penting dalam pelaksanaan K3
ditempat kerja, maka dari itu manajemen juga ikut serta dalam
pelatihan yang mencakup tentang kewajiban hukum dan
prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3”. (NH)
“Manajemen dan pengurus juga ikut serta dalam pelatihan
mengenai kewajiban hukum, prinsip-prinsip dan pelaksanaan
K3”. (IW)
“Manajemen juga ikut dalam pelatihan karena ini penting
mengenai kewajiban hukum, prinsip-prinsip dan pelaksanaan
K3”. (JR)
c) Pelatihan bagi Tenaga Kerja
“Semua tenaga kerja dalam perusahaan ini mendapatkan
pelatihan, baik pekerja yang baru untuk mendapatkan
pelatihan bagaimana bekerja yang aman termasuk pengenalan
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K3, begitu pula bagi tenaga kerja yang dipindahkan kebagian
yang baru”. (NH)
“Semua pekerja dalam perusahaan ini diberi pelatihan untuk
mengurangi resiko kecelakaan kerja”. (IW)
Semua pekerja dalam perusahaan ini diberi pelatihan, karena
pekerja juga sangat berpengaruh dalam penerapan SMK3
tersebut”. (JR)
d) Pelatihan untuk Pengenalan bagi Pengunjung dan Kontraktor
“Pihak perusahaan memiliki program kerja bagi pengunjung,
yakni safety induksi bagi tamu. Program kerja bagi mitra
kerja, yakni memberikan traing khusus. training ini berisi
tentang pengenalan perusahaan dan bahaya-bahaya di tempat
kerja”. (NH)
“Ada program kerja berupa safety induksi bagi tamu dan mitra
kerja yakni memberikan training khusus mengenai pengenalan
perusahaan dal bahaya di tempat kerja”. (IW)
“Ada program kerja seperti safety induksi untuk tamu yakni
memberikan training khusus mengenai pengenalan perusahaan
dan bahaya di tempat kerja”. (JR)
e) Pelatihan Keahlian Khusus
“Pihak perusahaan juga melakukan identifikasi terhadap
kebutuhan perusahaan yang akan mendapat pelatihan khusus,
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mislanya Ahli K3, dokter kami, operator uap dan regu
kebakaran”. (NH)
“Ada pula pelatihan keahlian khusus berupa pelatihan khusus
untuk para  ahli K3, dokter kami, operator Uap dan regu
kebakaran”. (IW)
“Ada pelatihan untuk keahlian khusus, yaitu pelatihan khusus
untuk para  ahli K3, dokter kami, operator Uap dan regu
kebakaran”. (JR)
Berdasarkan informasi dari berbagai informan, PT EPFM
Makassar melakukan pengembangan keterampilan dan
kemampuan kepada pengurus, tenaga kerja,
pengunjung/kontraktor dan pelatihan khusus bai tenaga kerja,
demi terlaksanya penerapan SMK3 dengan baik dan efektif.
Kegiatan ini bertujuan agar pihak pengurus mengetahui
kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3,
bagi semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja yang baru dan
dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara
aman, bagi pengunjung dan kontraktor agar pengunjung
mengetahui bahaya-bahaya serta pengendaliannya ditempat
kerja dan pelatihan khusus agar perusahaan tetap menjamin
kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksankan
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tugas khusus, melaksakan pekerjaan atau mengoprasikan
peralatan
Adapun yang menjadi alasan tidak terlaksananya SMK3
secara keseluruhan kriteria dalam peraturan perundang-
undangan di PT. EPFM Makassar, hal tersebut harus tetap terus
diupayakan dan ditingkatkan, mengingat bahaya-bahaya yang
ada ditempat kerja. Sehingga penting bagi seluruh elemen yang
ada di PT. EPFM Makassar memiliki kesadaran akan
pentingnya penerapan SMK3 di PT. EPFM Makassar. Hal
tersebut dapat terwujud melalui komitmen bersama, yang
diawali oleh puncak pimpinan untuk kemudian diterapkan
secara menyeluruh baik kepada jajaran manajemen, tenaga
kerja begitupun dengan pengunjung.
C. Pembahasan
1. Hasil Pengamatan Umum
PT. EPFM Makassar merupakan salah satu perusahaan yang bergerak
dalam bidang pembuatan tepung terigu dari gandum, kemudian
didistribusikan ke dalam maupun luar negeri. Produk yang dihasilkan
diantaranya tepung terigu dengan merek Kompas, Gerbang, Pirana,
Gatotkaca, Toko Mas, Gunung, Kawan Baru, Serdadu Merah.
Jumlah waktu kerja di PT EPFM Makassar mengacu pada peraturan
perundang-undangan No. 13/MEN/2003 pasal 77 tentang waktu kerja
yang menyebutkan “setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan kerja
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meliputi 8 jam 1 hari dan 40 jam jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1
minggu”.
Fasilitas kesehatan yang tersedia di PT. EPFM Makassar sudah sesuai
dengan Permenaker No. 02/MEN/1980 tentang pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Peraturan tersebut
memuat ketentuan dan tujuan mengenai pemeriksaan kesehatan tenaga
kerja awal, berkala dan khusus.
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Standardisasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja
perusahaan di seluruh Indonesia, maka menteri Tenaga Kerja
mengeluarkan Permenaker No. 05/MEN 1996 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). PT. EPFM Makassar
mempunyai ± 400 orang, berarti perusahaan ini telah memenuhi
Permenaker No. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa
“setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang
atau lebih dan atau kurang dari 100 orang tapi mengandung potensi bahaya
yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat
mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran,
pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3”.
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di
PT. EPFM Makassar mempunyai susunan organisasi Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertujuan untuk
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mengawasi jalannya sistem manajemen di perusahaan ini berjalan dengan
baik atau tidak.
Pembentukan P2K3 di perusahaan ini sudah sesuai dengan
Permenaker No. 04/MEN/1987 tentang P2K3 serta tata cara penunjukan
Ahli Keselamatan Kerja.
Dalam Peraturan tersebut disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 yaitu
“keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang
susunannya terdiri dari ketua, sekertaris, dan anggota”. Berarti susunan
keanggotaan di PT. EPFM Makassar sudah sesuai dengan peraturan
tersebut. Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa “sekertaris P2K3 ialah Ahli
Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan”. Terbukti di PT.
EPFM Makassar Bp. Naim Hamid yang diberi wewenang dari peresiden
direktur menjadi sekertaris P2K3 dan beliau menjadi Ahli Keselamatan
Kerja di perusahaan ini.
3. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1996
menjelaskan tentang penerapan SMK3 yang terdapat 5 perinsip dalam
penerapannya, yaitu:
a) Komitmen dan kebijakan
Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa
manajemen menjalankan Komitmen dan Kebijakan terhadap
manajemen K3 dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan
No. 05/MEN/1996. Berikut keterangan dari beberapa informan:
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“...Kebijakan K3 dalam perusahaan ini dibuat secara tertulis,
bertanggal, dan isinya mencakup tujuan dan pertanyaan komitmen
kami mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja. Kebijakan K3 dibuat
khusus, sesuai dengan kebutuhan kami”. (IW)
“...Orang-orang yang memiliki wewenang dalam penandatanganan
kebijakan tersebut adalah manajemen terkait dalam perusahaan atau
orang-orang yang dianggap sebagai senior dalam perusahaan”. (IW)
“...Setelah kebijakan dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh
pemegang kekuasaan maka kebijakan K3 tersebut dianggap resmi”.
(IW)
“...Terdapat komunikasi kebijakan K3 dalam pemeliharaan komitmen.
Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini dapat dilakukan melalui ;
penempelan, pembacaan saat briefing pagi”. (IW)
“...Pemimpin unit kerja dalam perusahaan ini bertanggungjawab
terhadap kinerja K3 dalam unit kerjanya”.(NH)
“...Mengenai proses konsultasi, perusahaan mendapat saran-saran
dari ahli bidang K3 baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.
Saran dari luar misalnya konsultasi pegawai/pengawas, dari dalam
misalnya laporan audit internal K3 dan inspeksi K3”. (NH)
“...Di perusahaan ini juga diadakan peninjauan ulang secara berkala
untuk mengetahui efektifitas SMK3. Misalnya dengan melakukan rapat
setiap bulan. Bentuk dokumentasinya berupa notulen, jadwal, time
table, dan lain-lain. Pertemuan itu dilakukan sebulan sekali dan
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hasilnya disebar di tempat-tempat umum dalam bentuk lembar
pengumuman”. (JR)
“...Ketua P2K3 di perusahaan ini adalah pimpinan dan sekertaris
P2K3 adalah tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat ahli K3.
Diperusahaan ini tenaga kerja sangat dilibatkan dalam penerapan K3.
misalnya rapat K3, briefing,program safety talk, dll”. (JR)
PT. EPFM Makassar mambuat kebijakan melalui proses
konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang tertulis,
bertanggal dan ditanda tangani oleh senior manajer kemudian
disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan.
Kebijakan K3 kerja bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam
rangka peningkatan kinerja K3.
Menurut Permenaker No. 05/MEN/1996 Kebijakan K3 adalah
suatu penyatuan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau
pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan,
komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja
yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat
umum dan atau operasional.
b) Perencanaan
Dari hasil penelitian yang diperoleh, perencanaan yang
dilakukan PT. EPFM Makassar dapat dikategorikan baik dan sesuai
dengan peraturan perundangan No. 05/MEN/1996. Berikut keterangan
dari beberapa informan:
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“...Pada perusahaan ini terdapat petugas/tim yang melakukan
manajemen resiko ditempat kerja. Dalam manajemen risiko yang kami
terapkan disini yaitu Hazard Identification Risk Assesment (HIRA)
dalam identification ini dapat dilihat potensi-potensi bahaya yang ada
dan bagaiman penilaiannya untuk melakukan pengendalian dan
tindakan yang diprioritaskan. Dengan diterapkannya prosedur ini
perusahaan ini berhasil mendapatkan penghargaan Zero Accident
pada bulan februari lalu”. (NH)
“...Manual itu meliputi tujuan, kebijakan atau hal lain mengenai K3
yang diprioritaskan untuk semua tingkatan dalam perusahaan. Manual
K3 itu di simpan di tiap unit dan kantor P2K3, sehingga mudah
didapat oleh semua pesonil”. (IW)
“...Prosedur yang telah didokumentasikan pasti mempertimbangkan
resiko dan bahaya pada saat melakukan penijauan ulang. Telah ada
petugas khusus untuk tanggung jawab terhadap verifikasi, misalnya
para ahli K3 di perusahaan ini. Semua perubahan dan modifikasi
rancangan prosedur, ditinjau ulang kemudian disetujui oleh pimpinan
K3”. (IW)
“...Peninjauan ulang kontrak dilakukan oleh personil dari P2K3 atau
Unit Safety dalam perusahaan”. (NH)
“...Perusahaan menganggap peninjauan ulang kontrak ini adalah hal
yang sangat penting mengingat suatu kontrak atau suatu kesepakatan
bersama merupakan jaminan dari pemasok barang dan jasa terhadap
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K3 bagi pelanggan. Dokumentasi peninjauan ulang ini berupa catatan
review kontrak/checklist pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu
kontrak”. (NH)
PT. EPFM Makassar telah mengidenhtifikasi bahaya yang ada
kemudian hasil temuan tersebut dinilai dan dikendalikan agar bahaya
yang ada di area kerja tidak menimbulkan kecelakaan kerja.
Menurut Permenaker No. 05/MEN/1996 disebutkan bahwa
Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai
keberhasilan penerapan dan kegiatan Sistem Manajemen K3 dengan
sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat
tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang diterapkan dengan






Distribusi sampel berdasarkan kelompok umur karyawan
PT. Eastern  Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012
Umur Karyawan Frekuensi (n) Persentase (%)
20 - 30 Tahun









Sumber : data primer
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 42 sampel, kelompok umur 31-40 tahun
memiliki frekuensi tertinggi yaitu 25 orang ( 59.5%), kelompok umur 20-30 tahun
memiliki frekuensi tertinggi yaitu 12 orang ( 28.6%) dan kelompok umur > 40
tahun memiliki frekuensi terendah yaitu 5 orang ( 11.9%).
b. Jenis kelamin
Tabel1.2
Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin karyawan
PT. Eastern  Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012








Sumber : data primer
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari 42 sampel yang berjenis kelamin laki-laki
yaitu 42 orang (100 %).
c. pendidikan
Tabel 1.3
Distribusi sampel berdasarkan pendidikan karyawan
PT. Eastern  Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012











Sumber : data primer
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari 42 sampel, karyawan yang berpendidikan
SMA/SMK memiliki frekuensi tertinggi yaitu 19 orang ( 45.2%), karyawan yang
berpendidikan S1 memiliki frekuensi yaitu 18 orang ( 42.9%), dan karyawan yang




Distribusi sampel berdasarkan masa kerja karyawan
PT. Eastern  Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012














Sumber : data primer
Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dari 42 sampel, karyawan yang masa kerja 6-10
tahun memiliki frekuensi tertinggi yaitu 20 orang ( 47.6 %), karyawan yang masa
kerja 11-15 tahun memiliki frekuensi yaitu 1 orang ( 26.2%), karyawan yang masa
kerja >15 tahun memiliki frekuensi yaitu 6 orang ( 14.3%), dan karyawan yang
masa kerja < 5 tahun memiliki frekuensi terendah yaitu 5 orang ( 11.9%).
e. Unit kerja
Tabel1.5
Distribusi sampel berdasarkan unit kerja karyawan
PT. Eastern Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012














Sumber : data primer
Tabel 1.5 menunjukkan bahwa dari 42 sampel, karyawan yang bekerja di unit
Mills memiliki frekuensi tertinggi yaitu 16 orang ( 38.1 %), karyawan yang
bekerja di unit memiliki frekuensi yaitu 13 orang ( 31%), karyawan yang bekerja
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di unit Pelletezing memiliki frekuensi yaitu 7 orang ( 16.7%), dan karyawan yang
bekerja di unit Wheat silo memiliki frekuensi terendah yaitu 6 orang ( 14.3%).
f. Pemeriksaan kesehatan
Tabel 1.6
Distribusi sampel  berdasarkan pemeriksaan kesehatan karyawan
PT. Eastern  Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012








Sumber : data primer
Tabel 1.6 menunjukkan bahwa dari 42 sampel karyawan melakukan pemeriksaan
kesehatan yaitu 42 orang (100 %).
g. Jumlah pemeriksaan
Tabel 1.7
Distribusi sampel berdasarkan jumlah pemeriksaan kesehatan karyawan












Sumber : data primer
Tabel 1.7 menunjukkan bahwa dari 42 sampel, karyawan melakukan pemeriksaan
kesehatan sekali setahun memiliki frekuensi 37 orang (88.1 %) dan karyawan





Distribusi sampel berdasarkan penyediaan fasilitas bagi karyawaan
PT. Eastern  Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012








Sumber : data primer
Tabel 1.8 menunjukkan bahwa dari 42 sampel karyawan yang mengatakan bahwa
perusahaan menyediakan fasilitas bagi karyawaan  yaitu 42 orang (100 %).
i. Penyediaan APD
Tabel 1.9
Distribusi sampel berdasarkan penyediaan APD bagi karyawan
PT. Eastern  Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012








Sumber : data primer
Tabel 1.9 menunjukkan bahwa dari 42 sampel, karyawan yang mengatakan bahwa




Distribusi sampel berdasarkan pemakaian APD secara terus menerus












Sumber : data primer
Tabel 1.10 menunjukkan bahwa dari 42 sampel, karyawan yang menggunakan
APD secara terus-menerus memiliki frekuensi 38 orang (90.5),dan karyawan yang
menggunakan  tidak APD secara terus-menerus memiliki frekuensi 4 orang (9.5) .
k. Penyediaan alat kebakaran
Tabel 1.11
Distribusi sampel berdasarkan penyediaan alat pencegah kebakaran
PT. Eastern  Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012








Sumber : data primer
Tabel 1.11 menunjukkan bahwa dari 42 sampel karyawan melakukan pemeriksaan
kesehatan yaitu 42 orang (100 %).
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l. Pelatihan dan pendidikan K3
Tabel 1.12
Distribusi sampel berdasarkan pelatihan dan pendidikan K3












Sumber : data primer
Tabel 1.12 menunjukkan bahwa dari 42 sampel, karyawan yang mengikuti
pelatihan dan pendidikan K3 memiliki frekuensi  42 orang (100 %).
m. Jumlah pelatihan
Tabel 1.13
Distribusi sampel berdasarkan jumlah pelatihan
PT. Eastern  Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012








Sumber : data primer
Tabel 1.13 menunjukkan bahwa dari 42 sampel, karyawan melakukan pelatihan
sekali memiliki frekuensi 36 orang (85.7 %) dan karyawan melakukan pelatihan  2
kali memiliki frekuensi 6 orang (14.3 %).
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n. Ketersediaan rambu-rambu K3
Tabel 1.14
Distribusi sampel berdasarkan ketersediaan rambu – rambu K3
PT. Eastern  Pearl Flour Mills
Makassar Tahun 2012








Sumber : data primer
Tabel 1.14 menunjukkan bahwa dari 42 sampel, karyawan yang mengatakan
bahwa perusahaan menyediakan rambu-rambu K3 memiliki frekuensi  42 orang
(100 %).
d) Pengukuran dan Evaluasi
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa
pelaksanaan pengukuran dan evaluasi SMK3 dikategorikan baik.
Pelaksanaan inspeksi K3 di PT. EPFM Makassar berjalan
dengan baik, setiap hari inspeksi dilakukan secara konsisten.
Audit internal SMK3 juga dilakukan secara konsisten, hanya
saja pelaksanaan audit internal ini kurang ideal jika kita mengacu pada
Permenaker No. 05/MEN/1996, dimana disebutkan dalam UU bahwa
pelaksanaan audit internal SMK3 yang ideal adalah dua tahun sekali.
Berikut keterangan dari beberapa informan:
“...Perusahaan memiliki jadwal regular untuk kegiatan inspeksi
ditempat kerja. Misal dayli inspection yang dilakukan setiap hari
kerja. Inspeksi ini dilakukan oleh petugas K3 yang telah berkompeten
dan telah mendapatkan pelatihan dengan menggunakan daftar
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checklist tempat kerja yang telah disusun untuk digunakan pada saat
inspeksi”. (NH)
“...Kami telah bekerja sama dengan balai K3 untuk mengetahui hal-
hal yang perlu dibenahi dari segi fisik, kimia, biologis, radiasi, dan
psikologis”. (IW)
“...Peralatan inspeksi pada perusahaan ini disediakan dari luar, yaitu
kerja sama dengan pihak balai K3, pihak mereka harus menunjukan
sistem K3 mengenai pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat
tersebut. Demikian pula petugas yang melakukan kalibrasi harus
dilakukan oleh petugas yang berkompeten”. (NH)
“...Pihak perusahaan juga memiliki kegiatan dalam pemantauan
kesehatan tenaga kerja, misalnya pemeriksaan awal, berkala dan
khusus, seperti pengecekan darah untuk melihat kontaminasi bahan
kimia dan audiometri untuk kebisingan. Pemeriksaan kesehatan
dilakukan oleh dokter perusahaan yang berkompeten dan telah
mendapat pelatihan. Adapun pencatatan mengenai pemantauan
kesehatan dibuat berdasarkan peraturan perundangan”. (NH)
“...Untuk audit intenal perusahaan memiliki jadwal tersendiri, yakni 4
tahun sekali. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian jadwal
dengan monitoring departemen objektif dan performance karyawan
yang juga dilaksanaka serentak dengan jadwal tersebut”. (NH)
Pelaksanaan audit dan inspeksi ini kemungkinan adalah
penyebab baiknya hasil pencapaian perusahaan di audit eksternal. Hal
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ini sesuai dengan Permenaker No 05/MEN/1996 tentang pengukuran
dan evaluasi.
Menurut Permenaker No. 05/MEN.1996 disebutkan bahwa
Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau, dan
mengevaluasi kinerja sistem manajemen K3 dan hasilnya harus
dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan
identifiasi tindakan perbaikan.
e) Tinjauan Ulang
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan tinjauan
ulang di PT. EPFM Makassar dikategorikan baik.
Ruang lingkup tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 harus
dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk
barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap perusahaan.
PT. EPFM Makassar telah melakukan tinjauan ulang dengan
baik dimana dalam penerapan pelaporan keadaan darurat, pelaporan
insiden, penyelidikan kecelakaan, penanganan masalah serta
pengembangan keterampilan dan kemampuan itu sesuai dengan aturan
perundangan. Berikut keterangan dari beberapa informan:
“...Kami sangat antusias terhadap masalah pelaporan insiden. Sikap
ini dilakukan karena pelaporan inseiden merupakan kewajiban setiap
tenaga kerja. Alasan lainnya adalah agar pihak safety dapat menuju
pencapaian zero accident/nihil kecelakaan. Sehingga tenaga kerja bisa
lebih aman dalam bekerja dan bebas dari penyakit akibat kerja.
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Laporan dari tenaga kerja mengenai kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja akan diambil alih oleh pihak P2K3 untuk dilaporkan
kepada dinas setempat setiap 3 bulan”. (NH)
“...Ada anggota yang ditugaskan di safety yang berpengalaman untuk
penyelidikan insiden. Laporannya dikumpul dan diadakan rapat, dari
hasil rapat itu diperoleh saran-saran dan jadwal pelaksanaan untuk
dilakukan perbaikan. Penanggungjawab perbaikan tersebut ditentukan
berdasarkan keputusan rapat. Tindakan perbaikan selalu dibicarakan
denga n para pekerja. Kegiatan penyelidikan ini dipantau”. (JR)
“pihak safety mempunyai prosedur pelaporan sumber bahaya. Para
tenaga kerja telah mengetahui tata cara pelaporan tersebut, misalnya
pelaporan bahaya/ketidaksesuaian”. (NH)
“...Ada tata cara penanganan masalah K3, dan pihak safety telah
mensosialisasikan tata cara pelaporan tersebut”. (JR)
“...Sebelum melakukan pelatihan, pihak perusahaan terlebih dahulu
menganalisa hal-hal yang perlu diberikan pelatihan, misalnya
pelatihan umum agar semua tenaga kerja sadar akan keselamatan
kerjanya atau bisaa kita kenal dengan TNA (training need
analisis).Pelatihan yang kami lakukan harus mempertimbangkan
perbedaan tingkat kemampuan dan latar belakang pendidikan,
misalnya pelatihan ahli K3 atau forklift. Pelatihan ini diadakan oleh
pihak ketiga yang digunakan jasanya untuk mengadakan pelatihan.
Untuk fasilitas pelatihan”. (NH)
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“...Manajemen dan pengurus juga ikut serta dalam pelatihan
mengenai kewajiban hukum, prinsip-prinsip dan pelaksanaan K3”.
(IW)
“...Semua pekerja dalam perusahaan ini diberi pelatihan, karena
pekerja juga sangat berpengaruh dalam penerapan SMK3 tersebut”.
(JR)
“...Pihak perusahaan memiliki program kerja bagi pengunjung, yakni
safety induksi bagi tamu. Program kerja bagi mitra kerja, yakni
memberikan traing khusus. training ini berisi tentang pengenalan
perusahaan dan bahaya-bahaya di tempat kerja”. (NH)
Menurut Permenaker No. 05/MEN/1996 disebutkan bahwa
Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan tinjauan ulang SMK3
secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang
berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3.
Secara garis besar, penerapan SMK3 di PT. EPFM Makassar
telah tampak baik. Hal ini diawali dengan pembangunan komitmen K3
bersama-sama antara karyawan, pengurus, dan pihak manajemen
perusahaan.
Perusahaan telah melakukan identifiaksi bahaya, penilaian dan
pengendalian resiko proses produksi dan bahan baku. Perusahaan juga
telah memiliki sistem dokumentasi SMK3 dan melakukan audit
internal dan eksternal SMK3. Perusahaan juga telah melakukan
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tinjauan ulang menajemen  untuk menjamin kesinambungan,
kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3.
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PEDOMAN WAWANCARA
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA PADA BAGIAN PRODUKSI PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
TAHUN 2012
A. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
a) Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1) Bagaimanakah bentuk kebijakan yang dibuat oleh perusahaan
untuk meningkatkan kinerja K3 ?
2) Siapakah yang berhak menandatangani kebijakan itu ?
3) Bagaimanakah proses penyusunan kebijakan tersebut ?
4) Apakah bentuk komunikasi kebijakan itu dilakukan secara tepat ?
5) Apakah perusahaan membuat  kebijakan khusus mengenai masalah
K3 ?
6) Apakah Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang
secara berkala sesuai dengan perubahan undang-undang ?
b) Tanggung Jawab dan Wewenang untuk Bertindak
1) Apakah terdapat dokumentasi perusahaan mengenai wewenang dan
tanggung jawab pekerja ?
2) Bagaimana persyaratan penunjukan penanggungjawab K3 dalam
perusahaan ini ?
3) Apa saja bentuk tanggung jawab pemimpin unit kerja dalam
perusahaan ini ?
4) Apakah Perusahaan mendapat saran-saran dari ahli bidang K3 yang
berasal dari dalam maupun luar perusahaan ?
5) Apakah Petugas penanganan keadaan darurat telah mendapat
pelatihan khusus dan memiliki tandan pengenal ?
6) Apakah Kinerja K3 dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan
atau laporan lain yang setingkat?
7) Apakah Pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggung
jawab mereka ?
8) Siapa yang bertanggung jawab memelihara dan mendistribusikan
informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan K3
terkait dalam perusahaan ini ?
c) Tinjauan Ulang dan Evaluasi
1) Apakah Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara
berkala ?
d) Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
1) Apakah konsultasi tenaga kerja didokumentasikan?
2) Apakah pengurus menyediakan prosedur berkaitan dengan
perubahan yang berimplikasi terhadap K3 ?
3) Apakah P2K3 dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan?
4) Apakah Ketua P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak?
5) Apakah Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan
perundangan?
6) Bagaimana proses pelaporan kegiatan P2K3 dalam perusahaan ini?
B. PERENCANAAN
1. Strategi Pendokumentasian
a) Perencanaan Rencana Strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1) Bagaimana prosedur pengidentifikasian bahaya dalam perusahaan
ini ?
b) Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1) Bagaimana isi manual SMK3 dalam perusahaan ini ?
2) Apakah Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam
perusahaan?
c) Penyebarluasan Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1) Bagaimana bentuk penyebarluasan informasi tentang kegiatan dan
masalah K3 dalam perusahaan ini ?
2) Apakah catatan-catatan informasi K3 disediakan dan dipelihara ?
2. Peninjauan Ulang (Desain) dan Kontrak
a) Pengendalian Perancangan
1) Bagaimana isi prosedur yang telah didokumentasikan ?
2) Siapa petugas yang telah ditentukan untuk melakukan verifikasi ?
3) Bagaimana tindakan perusahaan terhadap semua perubahan dan
modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 ?
b) Peninjauan Ulang Kontrak
1) Apakah dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko
dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak ?
2) Apakah kontrak-kontrak ditinjau ulang ?
3) Apakah catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan
didokumentasikan?
C. PENGUKURAN DAN EVALUASI
1. Standar Pemantauan
a) Pemeriksaan Bahaya
1) Bagaimana bentuk inspeksi tempat dan cara kerja dalam
perusahaan ini ?
2) Siapa yang melakukan inspeksi tersebut ?
3) Kapan daftar kerja inspeksi itu disusun ?
4) Bagaimana tindak lanjut dari proses inspeksi tersebut ?
b) Pemantauan Lingkungan Kerja
1) Bagaimana proses pemantauan lingkungan kerja dalam perusahaan
ini ?
c) Peralatan Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
1) Apakah terdapat dokumentasi sistem pemeliharaan alat K3 ?
2) Siapa yang bertugas memelihara alat tersebut ?
d) Pemantauan Kesehatan
1) Apakah pemantauan kesehatan dalam perusahaan ini sesuai dengan
peraturan perundangan ?
2) Siapa yang bertugas melakukan pemeriksaan itu ?
2. Pengumpulan dan Penggunaan Data
a) Catatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1) Apakah perusahaan mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi,
mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara dan menyimpan
catatan K3?
2) Bagaimana proses pelaporan catatan tersebut ?
b) Data dan Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1) Apakah Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa?
2) Bagaimana proses penyebarluasan laporan rutin K3 dalam
perusahaan ini ?
3. Audit Sistem Manajemen K3
a) Audit Internal SMK3
1) Kapan audit SMK3 perusahaan ini dilakukan ?
2) Siapa yang melaksanakan audit tersebut ?
3) Bagaimana tindak lanjut dari proses tersebut ?
D. TINJAUAN ULANG
1. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
a) Pelaporan Keadaan Darurat
1) Bagaimana prosedur pelaporan sumber bahaya dalam perusahaan
ini ?
b) Pelaporan Insiden
1) Apakah terdapat dokumentasi mengenai prosedur pelaporan
insiden dalam perusahaan ini ?
2) Kapan pelaporan itu dilakukan ?
c) Penyelidikan Kecelakaan Kerja
1) Siapa yang bertugas melakukan penyelidikan insiden kerja dalam
perusahaan ini ?
2) Bagaimana tindak lanjut dari laporan tersebut ?
3) Siapa yang bertanggung jawab terhadap perbaikan dalam
kecelakaan kerja di perusahaan ini ?
4) Bagaimana proses tindak lanjut perbaikan tersebut ?
2. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
a) Strategi Pelatihan
1) Apakah terdapat pelatihan K3 dalam perusahaan ini ?
2) Bagaimana perencanaan pelatihan itu ?
3) Siapa yang melaksanakan pelatihan tersebut ?
4) Fasilitas apa yang disediakan oleh perusahaan untuk pelatihan
tersebut ?
5) Apakah terdapat dokumentasi catatan dari pelatihan tersebut?
6) Kapan evaluasi pelatihan dilakukan ?
7) Apakah perusahaan meninjau ulang kembali pelatihan yang
diselenggarakan?
b) Pelatihan bagi Manajemen dan Supervisor
1) Siapa saja yang mengikuti pelatihan tersebut ?
c) Pelatihan bagi Tenaga Kerja
1) Apakah perusahaan juga memberikan pelatihan kepada tenaga
kerja?
d) Pelatihan untuk Pengenalan bagi Pengunjung dan Kontraktor
1) Apakah perusahaan mempunyai persyaratan untuk memberikan
briefing kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3
ditempat kerja?
e) Pelatihan Keahlian Khusus
1) Apakah perusahaan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan
pelatihan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan?
QUESIONER PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA PADA BAGIAN PRODUKSI PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
MAKASSAR TAHUN 2012
1. No. Kode Sampel :
2. Inisial :
3. Jenis Kelamin :
4. Umur :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Masa Kerja :
7. Unit Kerja :
a. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja
8. Apakah ada pemeriksaan kesehatan secara berkala diperusahaan ini?
a) Ada                                                       b) Tidak ada




10. Keluhan kesehatan apa saja yang anda alami ketika bekerja? (jawaban boleh lebih dari
satu)
a) Kelelahan d) …(lainnya, sebutkan)
b) Pernapasan e) Tidak pernah
c) Gangguan pendengaran
11. Apakah perusahaan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan?
a) Ya b) Tidak
12. Fasilitas kesehatan apa saja yang tersedia di perusahaan ini? (jawaban boleh lebih dari
satu)
a) Klinik kesehatan                              c) Tenaga medis
b) Apotek d) …(lainnya, sebutkan)
b. Penyediaan Alat Pelindung Diri
13. Apakah perusahaan menyediakan alat pelindung diri dan diperlihatkan dalam kondisi
layak?
a) Ya b) Tidak
14. Alat pelindung diri apa saja yang disediakan oleh perusahaan? (jawaban boleh lebih dari
satu)
a) Helm (pelindung kepala)                       e) Safety shoes
b) Masker (respirator)                                f) Ear muff (pelindung telinga)
c) Sarung tangan g) Baju pelindung
d) Kacamata                                               h) …(lainnya, sebutkan)
15. Apakah anda memakainya secara terus menerus selama menjalankan pekerjaan?
a) Ya                                                          b) Tidak
16. Jika tidak, mengapa? (jawaban boleh lebih dari satu)
a) Kurang nyaman                                     c) Tidak terawat
b) Mengganggu pekerjaan                         d) …(lainnya, jelaskan)
17. Apakah perusahaan menyelenggarakan penyuluhan tentang pentingnya alat pelindung
diri?
a) Ya                                                          b) Tidak
c. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
18. Apakah perusahaan menyediakan alat untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya
bahaya kebakaran?
a) Ya b) Tidak
19. Alat apa saja yang disediakan oleh perusahaan? (jawaban boleh lebih dari satu)
a) APAR d) Sprinkler (penyemprot air otomatis)
b) Hydrant e) …(lainnya, sebutkan)
c) Alarm kebakaran
20. Apakah pernah dilakukan simulasi evakuasi apabila terjadi kebakaran?
a) Ya b) Tidak
21. Jika ya, berapa kali per tahun dilakukan simulasi tersebut?
a) Sekali setahun                                         c) …(lainnya, sebutkan)
b) Dua kali setahun
22. Siapa pihak yang menyelenggarakan simulasi tersebut? (jawaban boleh lebih dari satu)
a) P2K3                                                       c) …(lainnya, sebutkan)
b) Dinas pemadam kebakaran
23. Apakah terdapat jalur evakuasi yang terpadu apabila terjadi kebakaran di perusahaan ini?
a) Ya b) Tidak
d. Pelatihan dan Pendidikan K3
24. Apakah perusahaan melakukan pelatihan dan pendidikan K3 pada para pekerja?
a) Ya                                                          b) Tidak
25. Jika ya, berapa kali per tahun dilakukan pelatihan dan pendidikan K3?
a) Sekali setahun c)…(lainnya, sebutkan)
b) Dua kali setahun
26. Pihak mana yang menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan K3 kepada para pekerja?
a) P2K3                                                      c)… (lainnya, sebutkan)
b) Depnaker
27. Bagaimana bentuk pelatihan dan pendidikan K3 yang dilakukan oleh perusahaan kepada
para pekerja? (jawaban boleh lebih dari satu)
a) Safety Talk d) Fire fighting procedure (simulation)
b) Safety breafing e) …(lainnya, sebutkan)
c) First aid training
28. Apakah pelatihan dan pendidikan K3 tersebut dilakukan dengan cara berkesinambungan?
a) Ya                                                           b) Tidak
e. Sosialisasi Rambu-Rambu K3
29. Apakah terdapat rambu-rambu K3 yang di pasang sesuai dengan persyaratan dan
standard yang berlaku?
a) Ya                                                           b) Tidak
30. bagaimana proses sosialisasi rambu-rambu K3 agar para pekerja dapat mengetahui dan
mempraktekkannya? (jawaban bisa lebih dari satu)
a) Safety talk d) memasang poster di tempat yang strategis
b) Safety breafing e)… (lainnya, sebutkan)
c) Pelatihan K3
31. Apakah proses sosialisasi tersebut dilakukan secara berkala dan berkesinambungan?
a) Ya                                                          b) Tidak
32. Siapa pihak yang melakukan sosialisasi rambu-rambu tersebut? (jawaban boleh lebih dari
satu)
a) P2K3 c) …(lainnya, sebutkan)
b) Kepala masing-masing divisi
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TERAKHIR MASA KERJA UNIT KERJA
N Valid 42 42 42 42 42
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N Valid 42 42 42 42
Missing 0 0 0 0
Frequency Table
JENIS KELAMIN
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid LAKI - LAKI 42 100.0 100.0 100.0
UMUR
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 20 - 30 THN 12 28.6 28.6 28.6
31 - 40 THN 25 59.5 59.5 88.1
> 40 THN 5 11.9 11.9 100.0
Total 42 100.0 100.0
PEND. TERAKHIR
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid SMA/SMK 19 45.2 45.2 45.2
DIPLOMA 5 11.9 11.9 57.1
S1 18 42.9 42.9 100.0
Total 42 100.0 100.0
MASA KERJA
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid <= 5 THN 5 11.9 11.9 11.9
6-10 THN 20 47.6 47.6 59.5
10 - 15 THN 11 26.2 26.2 85.7
> 15 THN 6 14.3 14.3 100.0
Total 42 100.0 100.0
UNIT KERJA
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid PELLETEZING 7 16.7 16.7 16.7
MILLS 16 38.1 38.1 54.8
WHEAT SILO 6 14.3 14.3 69.0
MILLS CITY 13 31.0 31.0 100.0
Total 42 100.0 100.0
PEMERIKSAAN KESEHATAN
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ADA 42 100.0 100.0 100.0
JUMLAH PEMERIKASAAN KESEHATAN PER TAHUN
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 KALI 37 88.1 88.1 88.1
2 KALI 5 11.9 11.9 100.0
Total 42 100.0 100.0
PENYEDIAAN FASILITAS
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid YA 42 100.0 100.0 100.0
PENYEDIAAN APD
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ADA 42 100.0 100.0 100.0
PEMAKAIAN APD SECARA TERUS MENERUS
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid YA 38 90.5 90.5 90.5
TIDAK 4 9.5 9.5 100.0
Total 42 100.0 100.0
PENYEDIAAN ALAT PENCEGAH KEBAKARAN
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid YA 42 100.0 100.0 100.0
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN K3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid YA 42 100.0 100.0 100.0
JUMLAH PELATIHAN
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 KALI 36 85.7 85.7 85.7
2 KALI 6 14.3 14.3 100.0
Total 42 100.0 100.0
KETERSEDIAN RAMBU2 K3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid YA 42 100.0 100.0 100.0
MASTER TABEL
PELAKSANAAN SMK3 PADA PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS MAKASSAR
INISIAL JENIS KELAMIN UMUR PENDIDIKAN MASA KERJA UNIT KERJA PEMERIKSAAN
PJ LAKI - LAKI 34 S1 9 MILLS ADA
N LAKI - LAKI 48 SMA/SMK 23 MILLS ADA
L LAKI - LAKI 35 SMA/SMK 5 MILLS ADA
DA LAKI - LAKI 29 DIPLOMA 2 MILLS ADA
HS LAKI - LAKI 47 SMA/SMK 11 MILLS ADA
RD-RM LAKI - LAKI 36 S1 8 MILLS ADA
ASC LAKI - LAKI 30 SMA/SMK 9 MILLS ADA
MM LAKI - LAKI 27 SMA/SMK 4 MILLS ADA
A LAKI - LAKI 35 S1 10 MILLS ADA
A.S LAKI - LAKI 41 SMA/SMK 17 MILLS ADA
T LAKI - LAKI 39 S1 10 MILLS ADA
A.R LAKI - LAKI 34 S1 10 MILLS CITY ADA
IA LAKI - LAKI 31 DIPLOMA 8 MILLS CITY ADA
IR LAKI - LAKI 38 SMA/SMK 15 MILLS CITY ADA
U.D LAKI - LAKI 37 SMA/SMK 12 MILLS CITY ADA
JH LAKI - LAKI 32 DIPLOMA 8 MILLS CITY ADA
AR LAKI - LAKI 39 S1 16 WHEAT SILO ADA
MIS LAKI - LAKI 49 SMA/SMK 25 WHEAT SILO ADA
SP LAKI - LAKI 37 DIPLOMA 13 WHEAT SILO ADA
AD LAKI - LAKI 31 DIPLOMA 4 WHEAT SILO ADA
ST LAKI - LAKI 37 SMA/SMK 12 PELLETEZING ADA
A. LAKI - LAKI 39 SMA/SMK 15 PELLETEZING ADA
R LAKI - LAKI 47 SMA/SMK 25 PELLETEZING ADA
Y LAKI - LAKI 36 S1 4 PELLETEZING ADA
CC LAKI - LAKI 30 S1 7 MILLS CITY ADA
CH LAKI - LAKI 35 S1 10 MILLS CITY ADA
AS LAKI - LAKI 29 S1 7 MILLS CITY ADA
AC LAKI - LAKI 28 S1 6 MILLS CITY ADA
DD LAKI - LAKI 32 SMA/SMK 17 MILLS ADA
AT LAKI - LAKI 35 SMA/SMK 13 MILLS ADA
DH LAKI - LAKI 31 S1 11 MILLS ADA
MM LAKI - LAKI 38 S1 10 MILLS ADA
A2 LAKI - LAKI 40 SMA/SMK 10 MILLS ADA
M LAKI - LAKI 30 SMA/SMK 8 WHEAT SILO ADA
HP LAKI - LAKI 33 S1 6 PELLETEZING ADA
MF LAKI - LAKI 36 S1 12 PELLETEZING ADA
MD LAKI - LAKI 29 SMA/SMK 8 PELLETEZING ADA
J.H LAKI - LAKI 26 SMA/SMK 6 WHEAT SILO ADA
JA LAKI - LAKI 28 SMA/SMK 9 MILLS CITY ADA
NWH LAKI - LAKI 25 S1 14 MILLS CITY ADA
ASR LAKI - LAKI 28 S1 10 MILLS CITY ADA
HH LAKI - LAKI 32 S1 15 MILLS CITY ADA
JUMLAH PEMERIKSAAN KELUHAN
1 KALI KELELAHAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI TIDAK PERNAH
1 KALI GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI TIDAK PERNAH
1 KALI PERNAFASAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI SUSAH TIDUR
1 KALI GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI TIDAK PERNAH
1 KALI KELELAHAN
1 KALI KELELAHAN
2 KALI KELELAHAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN
1 KALI KELELAHAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN DAN PERNAFASAN
1 KALI KELELAHAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN
2 KALI TIDAK PERNAH
1 KALI KELELAHAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI TIDAK PERNAH
1 KALI KELELAHAN, PERNAFASAAN, GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI TIDAK PERNAH
1 KALI PERNAFASAAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN DAN PERNAFASAAN
1 KALI PERNAFASAAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN DAN PERNAFASAAN
2 KALI GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN
1 KALI GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN DAN PERNAFASAAN
2 KALI KELELAHAN DAN PERNAFASAAN
2 KALI GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN, PERNAPASAN, GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN, PERNAPASAN, GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN, GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN, GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN, GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI PERNAPASAN, GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI PERNAPASAN, GANGGUAN PENDENGARAN
1 KALI KELELAHAN, PERNAPASAN, GANGGUAN PENDENGARAN
MASTER TABEL












































FASILITAS KESEHATAN PENYEDIAAN APD
KLINIK KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN ADA
KLINIK KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN ADA
KLINIK KESEHATAN ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN ADA




KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN DAN APOTEK ADA
APOTEK ADA
APOTEK ADA
KLINIK KESEHATAN DAN APOTEK ADA
APOTEK ADA
APOTEK ADA
KLINIK KESEHATAN DAN APOTIK ADA
APOTEK ADA
APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
APOTEK ADA
APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
KLINIK KESEHATAN, APOTEK, TENAGA MEDIS ADA
JENIS APD PEMAKAIAN
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM DAN MASKER YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF TIDAK
HELM, MASKER, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF TIDAK
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF, BAJU PELINDUNGYA
HELM, MASKER, SAFETY SHOES YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF, BAJU PELINDUNG TIDAK
HELM, MASKER, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SAFETY SHOES, BAJU PELINDUNG TIDAK
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA YA
HELM, MASKER, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, MASKER SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
HELM, SARUNG TANGAN, KACAMATA, EAR MUFF YA
HELM, SARUNG TANGAN, KACAMATA, SAFETY SHOES, EAR MUFF YA
























































































JENIS ALAT PENCEGAH KEBAKARAN SIMULASI KEBAKARANJUML H SIMULASI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 2 KALI
HYDRANT YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 2 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 1 KALI
HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 2 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 2 KALI
HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 2 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER TIDAK 2 KALI
HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN TIDAK 2 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 2 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR YA 1 KALI
APAR YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 1 KALI
APAR YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 1 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 2 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN YA 2 KALI
APAR, HYDRANT, ALARM KEBAKARAN, SPRINKLER YA 2 KALI
PENYELENGGARA SIMULASI JALUR EVAKUASI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN K3
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 ADA YA
P2K3 ADA YA
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 ADA YA
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 ADA YA




P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 ADA YA
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 ADA YA
P2K3 ADA YA
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 ADA YA
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA






P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 ADA YA
P2K3 ADA YA
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 ADA YA
P2K3 ADA YA




P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA
P2K3 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ADA YA




2 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER





1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI DEPNAKER
2 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
2 KALI P2K3
1 KALI P2K3
2 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3
1 KALI P2K3
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER








1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3
1 KALI P2K3
2 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
1 KALI P2K3 DAN DEPNAKER
MASTER TABEL
PELAKSANAAN SMK3 PADA PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS MAKASSAR
BENTUK PELATIHAN
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING
SAFETY TALK
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRE FIGTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
FIRE FIGHTING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING,
SAFETY TALK, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE
SAFETY TALK
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, FIRST AID TRAINING, FIRE FIGHTING PROCEDURE














































SAFETY TALK, PELATIHAN K3
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, PELATIHAN K3, MEMASANG POSTER
SAFETY BREAFING, MEMASANG POSTER
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, PELATIHAN K3
MEMASANG POSTER
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, PELATIHAN K3
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, PELATIHAN K3
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, PELATIHAN K3
SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, PELATIHAN K3
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SAFETY TALK, SAFETY BREAFING, MEMASANG POSTER DI TEMPAT STRATEGIS
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